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PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalih huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya.
Adapun yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini ialah
penyalinan huruf-huruf arab dengan f-huruf latin beserta segala perangkatnya.

Dalam Skipsi ini yang menjadi pedo tranliterasi adalah “Pedoman
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C. Vokal

1. Vokal Tunggal
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D. Ta’ Mdrbitah
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Ta marbiitah yang hidup, transliterasinya /t/
Contoh : g\fw%\“ 1, = al-hukamatul-islamiyyah

gjj\:m Ll = al-sunnatul-mutawatirah
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E. Hamzah

Huruf Hamzah ( ¢) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh

tanda apostrof ( *)
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ABSTRAK

Nama : Nurullah
NIM/NIMKO : 181011245/85810418245
Judul Skripsi . Mekanisme Putusan Hakim pada Kasus Jinayah

dalam Sistem Peradilan di masa Khilafah ‘Usmaniyah
dan Perbandingannya terhadap Peradilan Indonesia

Dalam kehidupan sesial baik di masa lalu maupun masa Kini, diperlukan
aturan-aturan yang mencegah dan menghukum/tindakan terlarang guna menjaga
ketertiban dan keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami
mekanisme putusan hakim pada kasus jinayah dalam gistem peradilan di masa
Khilafah, ‘Usmanipah dan perbandingannya terhadep peradilan Indonesia.
Permasalahan yang di angkat dalam penelitianini yaitu: pertama, bagaimana
mekanisme “‘putusan hakint paga\kasus jinayah, datam-sistemdperadilan di masa
Khilafah ‘Usmaniyon,Kedua ‘bagaimana mekanisme putusan hakim padagkasus
jinayah dalam sistem//peradilan /Indonesia; kefigé=bagaimana perbandingan
mekanisme putusan“hakim pada kasus jinayah dalamZsiSiei, peradilan di masa
Khilafah ‘E$mdniyah dan peradilan di Indonesta.

Perelitian ini mengounakan- jenis penelitian. historis” kualitatif _yang
berfokus\pada studi naskah dan teks, dengan menggunakantmetode pendekatan
normatif, filgsofisidan komparatif.

Hasil= penelitian” yangr{ditemukan | sebagai berikut: pertama, di masa
Khilafah ‘©smanmivakhrmekanisme putusan hakim berdasarkan paga’prinsip=prinsip
syariat\Islam, yang diawali dengan: dakwaan, diikuti oleh gidang pengadilan,
penyelidikan-oleh hakim, pembuktian-eleh-pendakwa, sumpah_oleh terdakwa dan
diakhiri "depgan putusan hakim. Jenis sanksi yang dijatthkag. melipuiiihudud,
qisas/diat, takzireKedua, di Indonesia mekanisme putusan hakdin berdasarkan
pada UUD.4945 yang bersifat plural, diawali dengan proses. dari kepolisian,
penyidikan oleh kejaksaan, pemeriksaan di pengadilan negeri; sidang; pembuktian
dan“diakhiri dengan putusan hakim.Jenis.sanksi yang dijatunkan berupa: delik
formil dan delik materil (KUHAR .dan<KUHP). Ketiga, perbandingannya
menunjukkan perbedaan yang defili sigaifikan dibandingkan, persamaannya,
terutamad pada dasar hukum < dan sistema peradilan, Khilafoh, ‘Usmaniyah
berdasarkan syariat Islam, sedangkan Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang
bersifat plural. Kemudian pada-mekanismerputusan hakim, dan jenis sanksi yang
diterapkan, Khilafah ‘Usmaniyah melibatkan gadi sebagal hakim utama yang
bertanggung jawab atas seluruh proses peradilan dan menjatuhkan sanksi berupa:
hudud, gisas/diat dan takzir, sedangkan Indonesia proses peradilan melibatkan
beberapa lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri yang kemudian
menjatuhi sanksi berupa: delik formil dan delik materil, yang efisiensinya kurang
karena melalui proses tahapan yang lebih panjang serta kelemahan pada efek jera
meupun pencegahan dibandingkan dengan sistem peradilan di masa Khilafah
‘Usmaniyah. Implikasi penelitian ini diharapkan menjadi referensi, literatur
ataupun pertimbangan bagi dunia akademisi serta menjadi bahan acuan positif dan
informasi kepada pemerintah, hakim dan kalangan masyarakat pada umumnya.
Kata Kunci: Putusan, Hakim, Jinayah, Sistem Peradilan, Khilafah ‘Usmaniyah.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt. memerintahkan &aum muslimin untuk berbuat adil dalam
semua aspek kehidupan serta melaksanakan perintah di dalam Al-Qur’an, dan
berbuat kebaikan: Adil berarti mewujudkan kesamaan dan‘keseimbangan di antara
hak dan, kewajiban, Hak asasi| tidak® boleh dikurangi disebabkan adanya

kewajiban. Sebagaimana’Adlak-Swit. berfirman ti datam Q.S. al<Nahl/16: 90.

Was Sy S T e 18 B 6 g/ 0taly JAL st O
0355 150

Terjemahniya.
Sesungguhnya Allahamenyuruh (kamu) herlaku adil dap-berbuat kebajikan,
member bantuan kepadal Kerabat, dan_«Dta melatang, (melakukan)

petbgatan keji, kemungkaran, dan permusuhan, Dia menberi pengajaran
Kepadamu agarkamu dapatmengambil pelajaran.’

Kezaliman lawan dari keadilan, sehingga wajib dijauhis/Hak setiap orang
harus diberikan .sebagaimana.iestiiiyasI<ebahagiaan barulan’ dirasakan oleh
manusia”bilamana hak-hak mereka dijamin dalam masyarakat, hak setiap orang
dihargaisdan golongan yang kuat mengayomi yang lemah. Penyampangan dari
keadilan adalalipenyimpangan dart, perintah Allah Swt.“Hal ini tentulahr akan
menimbulkan kekacauan dan kegoncangan. dalam masyarakat, seperti putusnya
hubungan cinta kasih sesama manusia, serta tertanamnya rasa dendam, kebencian,
iri, dengki, dan Sebagainya dalam hati manusia. Semua yang disebutkan itu akan
menimbulkan permusuhan yang menyebabkan kehancuran. Oleh karena itu,
agama Islam menegakkan dasar-dasar keadilan untuk memelihara kelangsungan
hidup masyarakat.

Ada dua bentuk keadilan:

!Kementerian Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahan (Bandung: PT.
Syamil Cipta Media, 2021), h. 277.



1. Bentuk negatif, dengan mencegah kezaliman dan menghentikannya dari
orang yang dizalimi. Yaitu, mencegah pelanggaran hak orang lain yang
berhubungan dengan jiwa, kehormatan dan harta, menghilangkan
pengaruh tindakan zalim yangedialaminya, mengembalikkan hak-haknya,
menghukum pelaku kezaliman yang memang pantas dijatuhi hukuman.

2. Bentuk pasitif, hal ini lebih banyak berhubungan dengan Negara, dengan
menjamin kemerdekaan setiap individu warga Negara dan kehidupan
mereka sehingga”tidak.ada lagi” orangtua .ang diabaikan, orang lemah
yang didiamkan; ‘erang fakir yang disingkitkén—dan orang takut yang
diancant. Dafam Islam semua perkara ini termastik kéwajiban penguasa.?
Disdatam‘Al-Qur "an terkandung pokokipembahasanyyedg meliputi akidah,

ibadah, akhlak, janji ancaman serta Kisah dan sejarah. Al-Qur’afi menganjurkan

untuk <iempelajari sejarah [secara | menyeluruh. Tidak haaya,_mempelajari

pertumiuhag dan kemajuan, tapi'jgga mampul untuk mengimpigmentasikan nilai-

nilai, yang ‘permanfaatedarimumat terdahuluruntukediterapkan (dalam kehidupan

pribadi, masyasat bahkan kenegaraan.

Allah Swt. berfirman di dalam Q.S. yasuf/12: 111.

B o el glts 1505 i G QG SN LY Ve aeaiad 3 O3

B3 38 K5 (s 8 s S s

Terjemahnya:
Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang
mempunyai akal. (Al-Qur'an) itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi
membenarkan [(kitab-kitab) yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu
dan (sebagai) petunjuk dan ranmat bagi orang-orang yang beriman.®

Nabi Muhammad saw. telah meletakkan dasar pola baru bagi studi sejarah

manusia, melalui beliau kisah sejarah umat masa yang lampau itu bukan hanya

2Ali Muhammad al-Sallabi, al-Khalifah al-Rasyid wa al-Maslah al-Kabir ‘Umar ibn
‘Abd al-‘Aziz (Cet. I; Kairo: Dar al-Maktabah al-Sayyidah Zainab, 2006), h. 47-61.

3Kementerian Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahan, h. 111.



kisah semata saja, melainkan sarat akan makna kejayaan dan kemunduran dalam
peradaban umat manusia. Amat disayangkan bahwa umat terdahulu kebanyakan
tidak mengambil pelajaran dari kesalahan umat yang ia gantikan. Seharusnya hal
ini menjadi pedoman, sebab keruntuhai, suatu umat terjadi bilamana ia lalai dalam
mempelajari fakta sejarah arang-orang terdahulu.

Oleh karena itu perjalanan sgjarah Khilafah ‘Usmdaniyah memiliki banyak
alasan @enting untuk dikaji, difantaranya karena/Khilafah imh merupakan
kekhalifahan, Islam yang' terakhir (dan terlyas*wilayahnya seria yang terpanjang
masa periode keKuasaannye. Khilafah ‘Usmaniya/i-jogé telah mempersembahkan
jasa-jasa’yang ‘mulfa“bagi umat ini, di anataranya ialah sistem peradilan yang
sangat befpengaruh pada dunia Islam. Terutama‘pada maSaySlitan Sulaiman.al-
Qanuni Vang berperan signifikan dalam menyusun dan menerapkan sistem
undang=undang Khilafah ‘Usméniyah yang berdasarkan hukem ssyarak dalam
memimpin takyatnya yang tersebar-di 'Erepa, Persia, Afrika serta. Asia Tengah.?
Inilah Sekian ~kebijakan=kebijakanyangdianataranyammengkodifikasi bidang
hukum dan peradilan sehingga membawa Khilafah ‘Usmdaniyah mencapai puncak
kejayaan, kemajuan’ dan menjadi negara adikuasa wang sangat, kuat pada
masanya.®

Dalam kehidupan sosialbaik-di-tasa lalu maupun masa kini, diperlukan
aturan-aturan yang mencegah dan menghukum tindakan terlarang guna menjaga
ketertiban dan &keadilan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih
lanjut mengenai bahasan tersebut dengan judul: mekanisme putusan hakim pada

kasus jinayah dalam sistem peradilan di masa Khilafah ‘Usmaniyah dan

“Taufig Abdullah, dkk., Ensiklopedi Tematis Dunia Islam (Jakarta: Ichtiar Van Hoove,
2005), h. 235.

SStanford J Shaw, History of The Ottoman Empire and Modern Turkey (Cambridge:
Cambridge University Press, 1976), h. 87.



perbandingannya terhadap peradilan Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis akan mengangkat
pokok permasalahan yaitu:
1. Bagaimana ‘mekanisme' putusan hakim pada kasus/jinayah dalam sistem
peradilan di masa Khilafah ‘Usmaniyah?
2. Bagaimana mekanisie, putusan. hakim pada kasus jinayah dalam sistem
peradilan di Indosesia?
3. Bagaimana\, perbandingan mekanisme putusan hakim, pada Kasus jinayah
dalamsSisiem) peradilan o masa-Khil@foh «<Usmaiiiyah ,dan peradilan di

Indonesia?

C.RPengertian Judul

Unigk? memperoleh | Kejelasan-.dan menghindari {dan terjadinya
kesalahpahaman serta kekeliruan dalam penafsiran, yang metrigken saja terjadi
dalam penelitian ini, penulis memandang perlunya memberikanypengertian serta
penjelasan yang.dianggap penting.terhadap beberapa kaia atau himpuman kata
sebagai berikurt:

1. Mekanisme

Mekanisme bersal dari kata dalam bahasa yunani machane yang diartikan
dengan instrumen, mesin pengangkat beban, perangkat, peralatan untuk membuat
sesuatu. Dan berasal dari kata mechos yang memiliki arti sarana dan cara
menjalankan sesuatu.®

Maka dapat dipahami bahwa Mekanisme yang dimaksudkan oleh penulis

SLorens bagus, Kamus Filsafat (Jakarta: Gramedia, 1996), hal. 612-613.



di sini adalah suatu prosedur atau tata cara yang teratur dalam suatu sistem atau
aktivitas yang dirancang untuk mengatur dan mengontrol jalannya aktivitas
tersebut.
2. Hakim

Hakim secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu kata kerja (..<>-
yang berarti; 2% menyelesaikan, melaksanakan, memutuskan, menetapkan. Dan
dikatakan pula: 4 5§5§ c‘LJ& (S:- mengadili serta merdpakan salahssatu sifat dari
nama-namaAllah Swt. yang-kemudian diserap*ke/dalam bahasa‘indonesia. Hakim
Seecara istilah fikih adalah seorang pemimpin-afag./Orang yang ditunjuk dan
diangkat olely pemimpin untuk tujuan mengadili dan<memdiuskan kasus-kasus
seperti halnyargtigatan, sengketa, atau litigasi konsensualwang berarti segala
sesuatu Derkaitan dengam penyelesaian perkara yang menyangkut persetujuan
seluruh-anggeta yang terlibat.|Pada hekikatnya hakim menurui-pasa pakar, yang
merupakan ‘berbagai sumber hukum- adatah Allah Swt. karepadia, adalah sang
penerap‘yang menerapkan syariat dan hukum=hukum:

Sedangkan “Ali ibn Muhammad al-Jurjani mendefinisikan sebagai:

\
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Artinya:
Memutuskan suatu perkara-kepada-Orang lain secara positif atau negatif.
Maka dikecualikan dari faliniapa yang bukan merupakan hukum, seperti
penisbatan yang terbatas.

3. Jinayah
Jinayah secara bahasa bermakna é,uvd\ yang berarti dosa. Dan pula

bermakna 453 yang berarti kejahatan serta berasal dari kata > yaitu menyakiti.®

"Wizarah al-Augaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah, Al-Mausii’ah al-Fighiyyah al-
Kuwaitiyyah, Juz 16 (Kawait: Kementerian Wakaf Kawait, 1983), h. 268.

8<Alf ibn Muhammad al-Jurjani, Mu jam al-Ta rifat (Kairo: Dar al-Fadilah, 1413 H/1993
M), h. 81.

Wizarah al-Augaf wa al-Syw’un al-Islamiyyah, Al-Mausi’ah al-Fighiyyah al-
Kuwaitiyyah, Juz 16, h. 59



Sedangkan secara istilah Jinayah di defisinikan oleh “Ali ibn Muhammad
al-Jurjanit sebagai:
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Artinya:
Semua perbuatan yang terlarang dan terkait dengan darar (sesuatu yang
membahayakan) baik kepada dir sendiri maupun orang lain.

4. Sistem
Kata sistem \berasal ‘dari bahasa Yunani, yaitu systema, yang artinya
himpunarn“bagian atau komponen yang, saling "berhubungan secara teratur dan
merupakan suatu/keseluruhan. ‘Selain itu, bisa diartikan/sekelompok elemei yang
independen, Namuassalingaterkait sebagai satu kesatuans/Sistegn terdiri atas
struktur daf=proses.!! Sistem Menugut-Kanus Besar Bahasa 4fidonesia (KBBI)
adalah susunan‘yang teratur dari pandangan, teori dan asas.'?
5. Reradilan
Kataperadilan 'berasal |dari akar kata “adil”, dengan dwalan “per” dan
dengan\imbuhan_“an”. Kata “peradilan™ scbagai terjemahan dati al-Qada’ yang
berarti ‘memutuskan, melaksanakan, menyelesaikan. wPan ~ada pula Yyang
menyatakan bahwa umumnya kamus tidak membedakan antara peradilan dengan
pengadilan.t
Dalam literatur-literatur_fikilv tskam) peradilan disebut al-Qada’ artinya
menyelesaikan sebagaimana firpian Allah Swi. Q.S. al-Akzab/33: 37

s 6 35 b s
Terjemahnya:

10¢Al7 ibn Muhammad al-Jurjani, Mu jam al-Ta rifat, h.71.

Rusdiana dan Irfan, Sistem Informasi Manajemen (Cet. I; Bandung: Pustaka setia,
2014), h. 28

12Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia, Edisi IV (Cet.
I; Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1572.

13Basiq Djalil, S.H., Peradilan Agama di Indonesi (Jakarta: Kencana, 2017), h. 1.



Manakala zaid telah menyelesaikan keperluannya dari zainab.'*

Ulama mazhab Syafi’t menerangkan bahwa yang dimaksud dengan al-
Qada’ adalah memutuskan pertentangan yang terjadi di antara dua orang atau
lebih yang bersengketa dengan merujuk kepada hukum Allah Swt. Dengan kata
lain, al-Qada’ adalah menetapakan hukum syarakrdalam suatu permasalahan.®®

6. Khilafah

Secara bahasa Khilafuh berasal dari kata &3 — SalZ - Gals yang berarti
“menggantikan”, dan Khilafah adalah namea, yang disematkan kepada orang-orang
yang menggantikan=Rasuledtan saw. jdalani menjalankan kepemimpinan,kaum
muslimin, terhadap,uiusan agama dan dunia.

Segara.istilah, Khilafah dan dmamah (Pemimpin) (memailiki makna yang
sama’ bagi ‘ahtusunah wseperti yang dikatakan .efeh lonu\Khaldan®® bahwa;
Khilafah.membawa segala tangqung-jawab,hikum pada pandaagan syariat dalam
mempeybalkkebijakan terhadap perkara yang bersifat duniawimatpun ukhrawi
dan semua keputusan itu kembali padanya. Dalam maknanyadberarti Khalifah
bertangdung jawab’dalam menjaga agama dan mengatur tipusan daia. 1’

7. ‘USmaniyah

‘Usmaniyah adalah sebuah*ikon nama yang merujukipada ‘Usman Tyorang

yang pertama kali mendirikan kekuasaa-&hilafah ‘Usmaniyah, setelah runtuhnya

Kesultanan Saljuk'?

14Kementerian Agama Republik Indonesia, Alguran danTerjemahan, h. 423.

1Syamsuddin Muhammad ibn Muhammad al-Khatib al-Syirbini, Mugni al-Muhtaj ila
Ma’rifah M’ani Alfaz al-Manhaj, Juz 4 (Cet. I; Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1997), h. 497.

16 Abdurrahman ibn Muhammad ibn Khaldin, Mugaddimah Ibnu Khaldin (Cet. I;
Damaskus: Dar Ya’rab, 2004), h.191.

"Muhammad Khaldiin Ahmad Nauras Malki, Ta’addad wa Wahdah al-Ammah Fighan
wa Tarikhan wa Mustagbalan ( Damaskus: Dar Jami’ah, 2010), h. 19.

18<Ali Muhammad al-Sallabi, al-Daitlah al- ‘Usmaniyyah ‘Awamil al-Nuhiid wa Asbab al-
Sugit, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Maktabah Hasan al-‘Asriyyah, 2010), h. 51.



D. Kajian Pustaka

1. Referensi Penelitian

Beberapa literatur dan karya tulis yang bisa dijadikan rujukan dalam
penelitian ini adalah:

a. Majallah al-Ahkam al-‘Adliyyah

Buku Majallah al-Ahkam al=‘Adliyyah®® adalah sebuah kompilasi hukum
yang disusun oleh sebuah komite ulama fikifs hanafi di bawah pimpinan Ahmed
Cevdet Pashawang merupéakaiséorang sarjana=can nggarawan yang berpengaruh
dalam reformasi Sekaligus merupakan salah satucpejabat tinggi dieKhilafah
‘Usmaniyak.. Kdiad ini merupakan salah/satu karya nonumental dalam sejarah
fiukum Islaimedan menjadi dasar bagi-banyak sistern hukum<di.ntgara-negarayang
pernah Jbérada dipbawah kekuasaan Khilafah ‘Usmaniya/r Kiiab ini terbagi
menjadi T6ybab (kitab) yang secara keseluruhan terdiri.dari Sekiiar 1,851 pasal
hukum yanghmencakup berbagaj-brdang-hukum di antaranya ialeh™bab pada pasal
tentang Adab \ql-Odadr dan bab al-Jinayat yang menjadikannya.salah satu, kitab
rujukan dalam‘penelitian ini.

b. Badai’ al-Sangi” [t Tartib al-Syardi”

Buku Badai’ al-Sanai’ {2 Tartib at-Syarai ®® ini merupakan kitab dari
mazhab #anafi, buah karya dayi* Alauddui - Abu Bakr ibn Mas‘tdyal-Kasani. al-
Kasani merupakan salah satu ulama mazhab Hanafi yang tinggal di Damaskus
pada masa kekuasaan Sultan Nuruddin Mahmud dan di masa ini diamanahkan
menjadi gubernur daerah™ Halwiyah di Aleppo. Tahun kelahirannya tidak

disebutkan dengan jelas, sedangkan waktu wafatnya adalah pada tanggal 10 Rajab

®Lajnah Mukarranah min ‘Iddah ‘Ulama’ wa Fuqaha’ fi al-Khilafah al-‘Usmaniyyah,
Majallah al-Ahkam al-‘Adliyyah (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1974)

2¢Alauddin Abu Bakr ibn Mas’ad ibn Ahmad al-Kasani, Badai’ al-Sanai’ fi Tartib al-
Syarai’ (Cet. II; Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986).



587 H. Kitab ini adalah karya termegah al-Kasani yang menjadi rujukan utama
dalam mazhab Hanafi, selain kitab al-Mabsit karangan Imam al-Sarakhasi. Kitab
ini terdiri dari sepuluh jilid yang ditulis dengan gaya bahasa arab klasik yang
membahas permasalahan fikih dengaissangat gamblang dan detail sesuai dengan
metode penyimpulan hukum mazhal) Hanafi. Penulis memulai setiap bab dengan
garis besar permasalahan yang dijelaskan secara umum kemudian dirincikan
dalam setiap pasal. Bab Adab al-Qadr dan bab al-Jinayat salah satw pembahasan
di dalam kitab ini yang diacikan secara detail -melalui setiap pasal-pasalnya
sehingga penulis/akan menjadikan kitab ini sebagat“salahsatu rujukan penelitian
yang selaras|padaimazhab ‘Hanafi yang menjadi rujukan/ghilafah ‘Usmaniyah
pada masatersebut.
c. al-Mabsiut

Buku-al-Mabsiir?t  ini[merupakan kitdo dari mazhab Hanafi, buah karya
dari Imam’ Muhammad ibn Ahmad-ibn-Abi Sahl Syams al-Aimmah al-Sarkhasi.
Tahun kelahirannyastidakedisebutkandengantjeiassnamun-al-Sarkhasi merupakan
nama sebuah keta tua di Khurasan, beliau wafat pada tahun 483 H. Kitab ini
ditulisKketika beliaui penjara dalam sebuah sumur, yang merupakan,syarah dari
kitab al-Kafi karya Imam al-Hakion al<MMarwazi dan buku, al-Kafi mertpakan
rinkasan dari enam kitab induk-dalamipondasi mazhab Imam Abu Hanifah yang
ditulis langsung oleh! muridnya yakni Imam Muhammad ibn Hasan. Kitab ini
terdiri dari 30 jilid, dengan menggunakan gaya penulisan yang mudah dan bahasa
yang jelas, mencakup semua cabang fikih menjelaskan hukum-hukum, dalil-dalil,
dan diskusi dengan membandingkannya dengan mazhab-mazhab lainnya. Korelasi

kitab ini dengan penelitian adalah pembahasan bab al-Qadr dan bab al-Jinayat

ZMuhammad ibn Ahmad ibn Abi Sahl Syams al-Aimmah al-Sarkhasi, al-Mabsiit (Beirut:
Dar al-Ma’rifah, 1993).
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dan juga karena Khilafah ‘Usmaniyah menganut mazhab Hanafi yang
pembahasan kitab ini bisa menjadi bahan kajian dalam penelitian.
d. Multaga al-Abjaur

Buku Multaga al-Ab/ur?? ditutis oleh Ibrahim ibn Muhammad ibn Ibrahim
al-Halabi al-Hanafl w. 956 H/1549 M; adalah seorang ulama besar dari Mazhab
Hanafi yang berasal dari ‘Aleppo;, Suriah. Kitab ini /itulis sebagai sebuah
kompilasi hukum Islam yang bertujuan: untuk menyatukan berbagai pendapat
yang ada dalam mazhal” hawafis\Ibahim al¢Halabisnenggabungkan dan merujuk
pada empat kitah penting~dalam mazhab hanafi untuk/Amienyusun karyanya, yaitu
Tuhfah al-Fugaha!;” Mukhtasar al-Oudirz, Hidayah, dan/Bidayah al-Mubtadi'.
Kitab ini® draksudkan “univk memudahkany para pelajary-dan hakim dalam
memahami dan menerapkan hukum-<lsiam berdasarkan mazhab<¢hanafi, dengan
menyajikan—pendapat-pendapat| | utama secara ringkas dangelas. Kitab ini
mencakup berbagai bidang hukum-islam-yang terbagi dalam @0sbab-bab utama,
termasuk=balr tentangsjinayahrdan"Hududwsehinggarsangat sestai untuk menjadi
salah satu rujukan dalam penelitian ini.
e. Al-Datlah al- ‘Usmaniyyah ‘Awamil al-Nuhiid wa Asbab al-Sugiit

Buku aléDaiilah al- ‘Usméniyyah - Awamil al-Nuhiid wa Asbab al-Stigit.?®
Karya‘AliiMuhammad al-Sallabi, heliau merupakan tokoh pergerakan dan Ulama
Islam masa kini dilahirkan di Benghazi, Libya pada tahun,1963 Masehi. Benghazi
adalah kota kedua terbesar di Libya setelah Tripoli. Kitab ini yang membahas
tentang sejarah Khilafah ‘Usmaniyah, dari  perantara-perantara menuju

kebangkitannya ditangan ‘Usman 1 sang pendiri Khilafah hingga runtuhnya

2]brahim ibn Muhammad ibn Ibrahim al-Halabi al-Hanafi, Multaga al-Abkur (Cet. I;
Bairtit: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998).

Z¢Ali Muhammad al-Sallabi, al-Daiilah al- ‘Usmaniyyah ‘Awamil al-Nuhiid wa Asbab al-
Sugut (Cet. I; Beirut: Dar al-Maktabah Hasan al-°Asriyyah, 2010).
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dibawah kekuasaan Mustafa Kemal. Selain itu Kkitab ini juga membahas secara

umum tentang Geografi masing-masing dari para Sultan yang berkuasa pada

periode tersebut. Faktor-faktor penyebab bangkit dan runtuhnya Khilafah

‘Usmaniyah yang salah satu fakteinya disebutkan bahwa ketika keadilan

ditegakkan dalam sebuah Negeri dan sebaliknya kezaliman mearajalela di Negeri

tersebut maka berlakulah Sunatullah. Dari apa yang dibahas dalam kitab ini maka
menjadiy salah satu' rujukan penulis dalam peneletian yang berkaitan dengan
sejarah Khilafah ‘Usmantyahs

iy, Kitab Undang-Undang*Hukum Pidana

Kitab/ Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)//Republik Indonesia
Nomor Q TFahun 2021% sMerupakan peraturan perundanb=undangan yaig
mengatur smengenai perbuatan pidana.'secara materiel di [ndonesia. Buku ini
menjadi=.Satah satu rujukan penulis| dalam| peneletian yang #eerkaitan dengan
hukum‘dan geradilan di indonesi.
2. Rengfitiandierdahuiu
Kajianini dimaksud untuk mengetahui seberapa banyak karya ilmiah lain
yang _telah membahas permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Dari
penelusuran penulis ditemukan beberapa fudul yang berkaitan; di antaranya:

a. Jurnaldyang berjudul: Dinasti Turki<Uisimani, yang di tulis aleh Muhammad
Asra dan Dewi Suci Cahyani Yusuf.”> Membahas tentang gambaran umum
sejarah dinasti Turki Utsmani dari awal kebangkitan:hingga menjelaskan
secara khusus pada faktor-faktor penyebab keruntuhan, adapun yang penulis

kaji hanya berfokus pada gambaran singkat sejarah Khilafah ‘Usmaniyah

%Republik Indonesi, “Undang-Undang RI Nomor 0 Tahun 2021 tentang perubahan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946,” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2021 (Jakarta: t.p., 2021).

BMuhammad Asra dan Dewi Suci Cahyani Yusuf, “Dinasti Turki Utsmani”, Jurnal
Ushuluddin Adab dan Dakwah 1, no. 1 (2018): h. 102-130.
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kemudian mengercut pada aspek sejarah hukum dan peradilannya.

Jurnal yang berjudul: Konsep Penetapan Had dan Kafarat dengan Kias (Studi
Komparasi Pendapat Imam Syafi‘T dan Imam Abu Hanifah), yang ditulis oleh
Rosmita, dkk.?® Menyimpulkanssbahwa Imam Syafi‘T menganggap sah
menggunakan kias dalam aspek jinayah, sedangkan Imam Abua Hanifah tidak
menggunakan \kias pada permasalahan had dan kafarat terkecuali pidana
takzir, adapun yang penulis kajityaitutentang kasusjinayah secara umum,.
Jurnal yang berjudul? Htsungan-1slam dehgan .Sistem Peradilan di Indonesia,
yang ditulis oleh" Ahmad Fasial.?” Membahas tentdg- sejarah perkembangan
sistem hukum 01 Indonesia, struktur dan fungsi sistemperadilan Indonesia,
peran,Pancastla_dan Undang-Undang Dasar«1945 dalamemembentuk sistemn
hukurmi nasional sertaimplementasi.hukum Islam dalam perundang-undangan
nasienat;-adapun pembahasan yang penulis kaji berkaitan juga dengan sistem
peradifan Indonesia namun [di-kemparasikan dengan sistenm’peradilan di masa
Khilatah *Usmaniyai:

Skripsi yang'berjudul: Kepemimpinan Sulaiman al-Qanuii pada masa Dinasti
Tuiki Utsmani, yang di tulis oleh Enni Safitri.?® Tujuan penelitiannya berfokus
pada pembahasan tentang Kepemimpinan Sultan Sulaiman al-Qantni Secara
umumy adapun fokus tujuan<yang. penulis kaji, yaitu aspek hukum dan
peradilannya.

Makalah yang berjudul: Hukum dan Peradilan Islam pada masa Turki

Rosmita, dkk., "Konsep Penetapan Had dan Kafarat dengan Kias (Studi Komparasi

Pendapat Imam Syafi‘T dan Imam Abu Hanifah)", Jurnal Bidang Kajian Islam 9.2 (2023): 218-

239.

Z"Ahmad Fasial, “Hubungan Islam dengan Sistem Peradilan di Indonesia”, Universitas

Dharmawangsa 17, no. 2 (April, 2023): h. 634-635.

BEnni Safitri, “Kepemimpinan Sulaiman al-Qanuni pada masa Dinasti Turki Utsmani”,

Skripsi (Makassar: UIN Alauddin, 2018).
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Utsmani, yang di tulis oleh Tihami.?® Membahas tentang gambaran hukum
dan peradilan pada masa Turki ‘Usmani yang kemudian dibagi menjadi dua
periode, yaitu periode sebelum TanzZimat atau Reorganisasi dan periode
setelah Tanzimat. Dalam pembagian ini, Tanzimat ditempatkan sebagai
tonggak pemisah, antara dua periode keadaan hukum dan peradilan Islam di
Turki ‘Usmani, sebab,’ di satu pihak 7anzimat mengancam berakhirnya
dominasi hukum Islam, sedangrdipihak lain ia merupakan awalgembaharuan
Turki “Usman dalant bidang, hukum. Adapun yang penulis kaji mengerucut

pada mekanisme QUtysan hakim pada kasus jinayeh
E. Metodolegi £exelitian

&y JenigPenelitian
Jenis'genelitianyyang digunakan dalam skripsi-ini-adalah-geielitian historis

kualitatif fdengan™menggunakan metode | kajian [pustaka (Hbrary research).
Penelitian—~histonis™merupakan bentuk-penglitian yang@memiliki {ujuan untuk
menggambarkan fakta dan menarik kesimpulan atas kejadian masa-alu. Penelitian
historis dapat digunakan untuk menemukan solusi sementara berdasarkan kejadian
masa lalu dan .menggambarkan.'tren. snasa kini atathmasa depan.yKothari
mengategorikan jenis penelibian nistort <ke dalam dua “pendekatan, yaitu
pendekatan perspektif (mempelajari kegiatan/agenda, masa lampau sampai
sekarang) dan pendekatan retroperpektif (mempelajari kegiatan/agenda saat ini
kemudian dihubungkan dengan hal serupa di masa lalu).*°

2. Metode Pendekatan

a. Normatif, yaitu sebuah metode pendekatan yang digunakan dengan cara

2Tihami, “Hukum dan Peradilan Islam pada masa Turki Utsmani”, Makalah (Jakarta: al-
Qalam, 1994).

30Mubh. Fitrah dan Luthfiyah, Metodologi Penulisan (Cet. I; Sukabumi: CV. Jejak, 2017),
h. 38.
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meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara
mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur
yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.3! Dalam penelitian metode ini
digunakan untuk menganalisis, menafsirkan hukum dan prinsip-prinsip yang
berkaitan dengan mekanisme putusan hakim pada kasus jinayah dalam sistem
peradilan di‘'masa Khilafah ‘Usmaniak dan perbandingannya terhadap
peradilan Indonesia.

b. Filosofisy hal ini dighgGap.penting, ‘Karera dalam_menelitidan menganalisa
pembahasan dalamliteratur-literatur 'yang akan“ditetiti, akan didapati-nilai-
nilai'moral Yaigsangat mendalam dan mendasar.

c. Komparatif-penelitianskemparast adalah penelitian yangydimaksudkan untuk
mengetalui atau menguji perbedaan dua kelompok atau lebih. Penelitian
koragarast juga merupakan (penelitian yang dilakukan untuk-membandingkan
satly, variabel (objek penelitian}-antara-subjek yang berbeda atay waktu yang
berbeda)kemudiansmenemukan hubungan'sebab=akibatnya'®? Dalam penelitian
ini metodeyang digunakan adalah dengan membandingkan pardangan dalam
sistem peradilan’di masa Khilafah ‘Usmaniah terhadap sistcmyperadilan di
Indonesia _terkhusus dalam’ ruekanisme, putusan hakimpypada kasus jinyah.
Metode komparatif akan merperiaitkan perbedaan dan persamaan antara
keduanya dalam menghadapi isu tersebut:

3. SumberiData
Sumber data yang digunakan dalam peneltian ini adalah sumber-sumber

rujukan penulis meliputi

3LJuliansyah Noor, Metodologi Penulisan (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011),
h. 33.

32Cik Hasan Bisri, Model Penulisan Figh (Cet. I; Bogor: Kencana, 2003), h. 324-325.

3Mohammad Nasir, Metode Penulisan Kualitatif dan Kuantitatif (Cet. III; Bandung:
Erlangga, 2012), h. 134.
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a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang didapatkan langsung dari
sumber pertamanya,®* dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber dari
buku-buku yang berkaitan dengan sejerah dan hukum/peradilan di Turki ‘Usmani
dan buku-buku yang berkaitan dengan hukum/peradilan di Indonesia.
b. Sumber Data 'Sekunder

Di samping data primer terdapai data sekunder, yang seringkali juga
diperlukan penulis. Data’sgkuiader itu umumnya tersusun dalam‘bentuk dokumen-
dokumen. Dalam,penelitiah ini penulis mengambitéefcrensi dari literatupBerupa
buku-buku klasik tmaupun “kontemporer, artikel, jurnal smedia cetak, maupun
media ogdifesrang_berkaitan dengan. mekanisme putusagyhakim pada kasus
jinayah dalam sistem peradilan di ‘masa Khilafal ‘Usmaniak* tan peradilan
Indonesia.

4. \WMetede Pengumpulan Data

Metode pengumpuiansdataradalahrcararatausiangkah tinttik mepdapatkan
data dalam penélitian.®*® Dalam hal ini penulis mencarindalani”ayat-ayat Al-
Qur’ang hadis, literatur buku-buku, dokumen dan hal=hal lain yang, membahas
tentang mekanisme putusan hakirpada kasus jinayah dalampperadilan pada masa
Khilafah /Usmaniah dan peradilan<indenesia,

Beberapa tahapan yang dilakukan, sebagai berikut:
a. Menemukan data dan informasi melalui pengumpulan ‘data dengan membaca

beberapa kitab dan karya tulis ilmiah yang sesuai dengan isi pembahasan dan

%4Suryabrata dan Sumadi, Metodologi Penulisan, (Jakarta PT Raja Grafindo Persada,
2014), h. 39.

%Suryabrata dan Sumadi, Metodologi Penulisan, h. 39.

%Sugiyono, Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfa Beta,
2017), h. 224.
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mencapai tujuan pembahasan.

b. Mengkaji segala literatur yang membahas tentang sejarah dan fikih peradilan,
apakah itu dari buku atau sumber kepustakaan lainnya.

c. Menerjemahkan kandungan buku berbahasa Arab yang telah lulus
penyeleksian yang digunakan sebagai penunjang isi penelitian ke dalam
bahasa Indonesia.

d. Menganalisis kembali data-data yang telah dikumpulkans agar tetap
terkonsentrasi terhadap, fokus permasalahar yang-dikaji.

5. Metode Pepgatahian dan Analisis Data
Sumber‘tata®yang diperlukan dalam pepelitian iRfidikdmpulkan, dilakukan
klasifikasi “dam interpretasi sesual- dengany keperluan. s Kemudian hasilaya
dituangkan _dalam bentuk uraian +yang sistematis sehingga <menjadi suatu
pernyatadi-yang utuh.
sedangkan analisis data ditakukan-tdengan analisis isi CGentent Analysis)
dengan Yangkah-langkahrsebagai‘berikut:

a. Data penelitian diklarifikasi sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.
Pada tahap ini penulis mengklarifikasikan data dari penelitian dengan merujuk
kepada permasalahan penelitian:>*

b. Hasil Klasifikasi dan selanjutnyadisistematisasikan. Hal ini-dilakukan untuk
memilih mana/ulisan yang ‘akan digunakan dan mana yang tidak, mana yang
dianggap sebagai pokok dan mana sebagal penunjang.

c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar
dalam mengambil kesimpulan. Penulis menganalisis data-data atau informasi

yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu pada fokus penelitian.

37 Fahmi Muhammad dan Jaenal Aripin, Metode Penulisan Hukum (Jakarta: Lembaga
Penulisan UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h. 17-18.



17

d. Pengambilan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif, yaitu mendahulukan
pemahaman umum lalu ditarik pemahaman secara khusus, sehingga hasilnya

dapat dengan mudah dipahami atau disampaikan.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
Penelitian merupakan” aspek ilmiah, “sudah menjadi sebuah ketentuan
bahwa pendekatannya hersifat Wmiah, dan,dengan bahasa yang flmiah. Hal ini
ientu sama dengan metade ilmiah yang menggunakan bahasa yang ilmiah.
Berdasaikan.sdujuannya, penelitian bertujuan dnitk mengungkapkan
sasaran yafag-ingin dicapai dalam suatu objek yang ditehti, malai dari mencari,
mengamati, “ menggall, wimenganalisis: hingga meaghasilkar, sebiiah “Keputusan
berupa ‘eariz"Kegiatan yang dilakukanpara-penults untuk menyingkap sebuah
Kepastian @tat praduga atas suatu hal, di mana memiliki asumsi bahwa sesuatu
gejala ity tidak dapat berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor untuk
memunculkannyay” atau sebuah sebab-akibat yang “terjadi~dalam sebtiah
fenomenas®® Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
a’ Untuk mengetahui mekanisme putusan; hakim padakasus jinayahugalam
sistem peradilan di masa Khilafah  Usmaniyah.
b. Untuk mengetahui mekanistne putusan hakim pada kasus jimayah dalam
sistem peradilan Indonesia.
c. Untuk mengetahui perbandingan mekanisme putusan hakim pada kasus
jinayah dalam sistem peradilan di masa Khilafah ‘Usmaniyah dan peradilan di
Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

3 Muh. Fitrah dan Luthfiyah, Metodologi Penulisan, h. 20.
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Selain itu penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat yang
bersifat teoretis-praktis, juga dapat bermanfaat dan memberikan kontribsusi dalam
bidang fikih dan praktik keagamaan untuk kalangan akademisi dan masyarakat

an ini adalah:

dlhar%an dari’ penelitian ini dapat
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BAB 11
TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM PERADILAN, KEHAKIMAN

DAN JINAYAH DALAM ISLAM

A. Definisi Peradilan

Dalam mendefinisakan peradilan maka penulis _merasa perlu untuk
menjabarkan beberapa bagian yang berkaitan dephgan peradilan untuk
memahaminya secara-komprehensif. Penulis-akan mengurutkan penjabaran mulai
dari makna “peradilagy, dasar-gasar hukumw=petaksanaan pewadilan, unsur-unsur
peradilan dan setertisnya. Sebagai berikut:

1. MakinadPeradilan

Peradilan dalam bahasa Indonesia berasal darickata adil~yang_berarti (2)
tidak berat Sepelahgtidak memihak; (b) berpihak kepada®yang berar, berpegang
kepadd sudiu kebenaran; (c) | berbuat sepatutnyapsiidak Sewefang-wenang:
Sedangkanassecaraqistilah, peraditanadatah |segala“sesuatu ‘mengenai perkara
pengadilang

Dalam bahasa Arab istilah peradilan disebut dengan al=Qada’ yang secara
etimologi mengandung beberapa  arti | yaitu: keputusan, ketetapan/perintah,
menunaikan dan menyelesaikan:?

sebagaimanadirman Alleh swit. Q.S al-Isra’/17: 23.

Terjemahnya:
DanSTuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain
Dia.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia, Edisi IV (Cet.
I; Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 12.

2Wizarah al-Augaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah, Al-Mausii’ah al-Fighiyyah al-
Kuwaitiyyah, Juz 33 (Kuwait: Kementerian Wakaf Kawait, 1983), h. 282.

3Kementerian Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahan (Bandung: PT.
Syamil Cipta Media, 2021), h. 284.
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Dan juga firman Allah Swt. Q.S. al-Nisa’/4: 103.
Eolal) 282 155

Terjemahnya:
Apabila kamu telah menyelesaikan salat (mu).*

Sedangkan pengertian peradilan dari segi istilah terdapat beberapa
rumusan antara lain:

a. Peradilan (al-Qada’) adalah memutuskan pertentangan yang terjadi di antara
dua orang atau lebih, yang bersengketa dengan merujuk kepada hukum Allah
Swt. Dengan kata Vain, al@ada’ adalah-mehetapakan hukum syarak dalam
Suatu permasalahan’?

b. Peradilan~(al:Qada’) adalah mencampurt uruSan afiara Jnakhluk dengan
khaliknya untuk “menyampaikan. perintah-perintah dan (hukum-hukom-Nya
kepada mereka dengan peraniaraan Al-Qur’an damsstinah. Atatisecara ringkas,
menyelesaikan™sengketa antara dua pihak dengan™(menggunakan) hukom
Allah siv°

Rengertian_-peradilan yang dikemukakan para, ulamgikih ditvaias
tampaknyasberbeda-beda, namun dapat ditarik suatu persamaanybahwa peradilan
adalah memberikan Ketentuan hukum .antara orang-orangsyang bersengketa atau
memberikand sanksi | terhadap< -oOrang<orang yang melakukan pelanggaran
berdasarkan syariat dari Tuhan.cReradilanbisa terjadi pada suatu peristiwa pidana

atau perdata melalui gugat menggugat di mtika pengadilan.”

“Kementerian Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahan (Bandung: PT.
Syamil, h. 95.

SSyamsuddin Muhammad ibn Muhammad al-Khatib al-Syarbini, Mugni al-Muhtaj ila
Ma’rifah M’ani Alfaz al-Manhaj, Juz 4 (Cet. I; Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1997), h. 372.

®Muhammad Salam Madkdr, al-Qada’ fi al-Islam (Kairo: Dar al-Nahdah al-‘Arabiyah,
1964), h. 20.

"lIrawati K., “Sistem Peradilan pada masa Khalifah ‘Umar ibn ‘Abdul ‘Aziz”, Skripsi
(Makassar: STIBA, 2017), h. 43.
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2. Dasar Hukum Pelaksanaan Peradilan

Dasar atau Asas peradilan mempunyai prinsip persamaan, sebab hukum
Islam itu tetap satu dan berlaku, atau dapat diperlakukan di manapun dan bukan
hanya untuk suatu bangsa atau negaras, Dalam kitab yang di tulis oleh imam al-
Kasani salah seorang ulama fikih! mazhab Hanafi, mewajibkan untuk
mengadakan lembaga peradilan ‘atau mengangkat seorang hakim untuk
melaksanakan dan ‘menyelesaikan [sengketa di kalangan masyarakat. Dalil-dalil
yang dijadikan dasar Rukta, muntuk™ meagadakan-institusi/lembaga peradilan
Sebagai penetapah,danmemutuskan hukum secara“adil; sesuai petunjukesyariat
Islam yakni:®
a. Dalil.Al*Qar*an

Di,antara dalilnyaialah firman Allah Swt. Q.S. Sad/38.:26¢

EU O 6 oW o A s 65,00

Terjemahnye: / |

(Allahy berfioman), “Wahdi Dawud! Sesungguhnya. engkau Kami jadikan

kKhalifgh (penguasa).di-buimizinaka-berilah keputusanw(perkara) di antara
nranusia dengan adil”.®

Daasfirman-Nya, Q.S. al-Nisa’/4: 65.

\42/0 % \a}j/ ij
Terjemahnya:
Maka demi/Tuhanmu, mereka tidak ‘beriman sebelum mereka menjadikan
engkau (Muhammad )-'sebagai hakim dalam" perkara yang mereka
perselisikan, [(sehingga) kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati
mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima
dengan sepenuhnya.*®

Dan juga firman-Nya, Q.S. al-Maidah/5: 49.

8<Alauddin Abti Bakr ibn Mas’ud ibn Ahmad al-Kasani, Badai’ al-Sanai’ fi Tartib al-
Syarai’, Juz 9 (Cet. 1I; Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986), h. 82-85.

°Kementerian Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahan, h. 454.

10Kementerian Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahan, h. 88.
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-

IS r‘<> | ofs
Terjemahnya:

dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa
yang diturunkan Allah.!

b. Dalil hadis
Di antara dalil hadisnya yaitu Rasulullah saw. bersabda:
2 g s & 1y 1l Al gle sj;a&wfaj/@ﬁfujsd;bu;;
(e olg T sl 2 180 (S s oiaf 4B L]

Artinya:
Dari “Amr ibr/al-‘As, bahwa sesungguhnya iainendengar Rasulullah saw.
bersabda:/ apabila..georang hakim mengatidi an_berijtihad, kemudian
ijtihadny4 Penar, maka ia mendapat dua pahata, dan jika seorang hakim
berijtinad, lamtas ijtihadnya salah (meleset), baginye séiu pahala.

Apabriardiperhatikanshadis secara kentekstual digaias, dapat ditarik
pemahaman _Bahwa seorang hakim hatus mamput dan beraniy melakukan ijthad.
ljtihad <di=smi ialah mengerahkan segala kemampuan mujtahid akan keluasan
ilmunya untuk menentukan hukum-berdasarkan hukum syarak.

c. _Dalityjmak

Seluruhssahabat Nabi saw. menetapkan, bahwe di-amtara hal-hal yang di
tetapkan oleh agama, ialah mendirikan peradilan. Meraka semuanmenetapkan,
bahwa peradilanTtu adalah:

4y i i sk w}

Artinya:
Suatu fardu yang dikokofikan dan suatu tradisi yang,harus diikuti.

Rasulullah saw. sendiri telah bertindak selaku hakim dan demikian pula para

11Kementerian Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahan, h. 116.

12Abi ¢Abdillah ibn Muhammad ibn Isma’1l ibn Ibrahim ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-
Bukhari, Sahih al-Bukhart, Juz 9 (Beirut: Dar Tauq al-Najah, 2001), h. 108.

Bwahbah al-Zuhaili, al-Fighu al-Islami wa Adillatuhu, Juz 2 (Cet. 1I; Damaskus: Dar al-
Fikr, 1985), h. 1038.

1Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim al-Jauziyah, I’lam al-Muwaqq'in
‘an Rabb al- ‘4lamin, Juz 1 (Cet. [; Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991), h. 68.
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sahabat dan tabiin. Demikanlah jikalau kita tinjau persoalan itu dari segi naqgal.

Namun apabila ditinjau dari segi akal, maka qada’ itu suatu keharusan untuk

melindungi kepentingan-kepentingan orang-orang yang teraniaya dan untuk

menghilangkan sengketa-sengketa yang.timbul dalam masyarakat.'®
Tugas ini sebenarnya adalah tugas kepala Negara tetapi oleh karena kepala

Negara tidak mungkin menyelesaikan sendiri segala rupa perkara, maka

diangkatlah hakim-hakim yang bertindak sebagai wakil/ari kepala Negara.'®
3. Unsui-Unsur Peraduan

Perlu dikgtahui tnsur-unsur di dalam peradi@n/disebutkan oleh kalanagan
ahli fikih'sebagai fukun peradilan. Secara leksikal rukutadatan bagian yang kuat
dan berfungsiymenahan “pada sesuatu, sedangkan secarazJstilah rukun adalah
bagian tefieniti yang mesti dari sesuatu, karena menggambarkan,dan mewujudkan
sesuatu-itzmesti dengan adanya bagian itu! Dalam kitab Majakah.al-Ahkam al-

‘Adliyyah Para fukaha menetapkan-atas'5-macam rukun peradilamsd! akni:

a. _Al-Qadny yaitugseorangeHakim (pejabat) yangrdiangkat oteh“penguasa untuk
menyelesaikan gugatan dan persengketaan yang terjadindi antara masyarakat
meilalui perdamaian dengan putusan-putusannya yang sah, karena penguasa
tidak bisa melaksanakan sendici‘senua tugasnya.

b. Al-Hukum, vyaitus suatu keputusan<yang dikeluarkan olehy, Hakim untuk
menyelesaikan/perselisihan‘dan memutuskan perkara. Bentuk keputusan itu
disebut al-Qada’ al-llzam dan al-Qada’ al-Tarki.

c. Al-Mazkum bih, yaitu Isi atau materi dari suatu keputusan yang harus dipatuhi

Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam (Cet. II;
Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 38.

®Syamsuddin Muhammad ibn Muhammad al-Khatib al-Syarbini, Mugni al-Muhtdj ila
Ma’rifah M’ani Alfaz al-Manhaj, Juz 9 (Cet. I; Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1997), h. 34.

Lajnah Mukarranah min ‘Iddah ‘Ulama’ wa Fuqaha’ fi al-Khilafah al-‘U$maniyyah,
Majallah al-Ahkam al-‘Adliyyah (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1974), h. 478-479.
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oleh kedua pihak. Misalnya dalam keputusan al-Qada’ al-llzam maka
Makzkum bih-nya adalah terpenuhinya hak-hak penggugat dan kewajiban
tergugat untuk melaksanakan sesuatu kepada penggugat. Dalam keputusan al-
Qada’ al-Tarki maka MaZzkum bik-nya ialah keharusan penggugat untuk tidak
meneruskan gugatannya, lantaran bukti-bukti yang dikemukakan oleh
penggugat tidak lengkap dan' tergugat/ bersedia /mengucapkan sumpah
sanggahan.

d. Al-Maj/kum ‘alaih, yaite~grang-orang ¢yang dijatuhi putusan untuk diambil
haknya, baik/ terguig@t“maupun penggugat yang.kadaag-kadang terdirt dari
seorang atau lebih

e. Al-Ma#kufaah, yaitu'erang yang menuntug,hak. Baik hak-la hak yang muini
baginya atau sesuatu yang terdapat padanya dua hak, akan‘tetapi haknya lebih
kuate—Datam hal ini haruslah dia memajukan gugatap; meminta agar
dikembalikan haknya, baik dia-bertindak sendirl ataupun gemgan perantaraan

wakinya!

B. Syarat.dan Etika Menjadi Hakim

1. Syarat Menjadi Hakim

Menurut ketentuan hukupm istam <Seseorang yang diangkat sebagai hakim
(gadi) ‘mestilah orang-orang yang benar layak dan memenuhi syarat yang telah
ditentukan syarak. Hakim menampakkan hak kepada pihak,yang berperkara, dan
memutuskan hukum secara adil dengan tetap berpedoman kepada sumber hukum,
yakni Al-Qur’an dan hadis serta berijtihad manakala suatu hukum tidak
ditemukan dalam dua sumber hukum tersebut. Maka daripada itu para fukaha
menentukan syarat-syarat yang diperlukan pada seseorang hakim. Di antara
persyaratan menjadi hakim, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama

mengenai jumlah syarat yang harus dipenuhi. Ada yang menetapkan 15 syarat,



25

ada yang menetapkan 7 syarat, dan ada pula yang menetapkan hanya 3 syarat. Al-
Khatib mengemukakan 15 syarat, al-Mawardi mengemukakan 7 syarat, demikian
pula Ibnu Qudamah. Meskipun mereka berbeda pendapat tentang jumlah syarat,
namun pada dasarnya mereka semuagimenyepakati persyaratan yang sama, hanya
saja cara menghitungnya herbeda-beda. Ada yang memperinci secara detail dan
ada yang tidak. Oleh karenaitu, terdapat enam Syarat yang disepakati oleh jumhur
ulama sebagai persyaratan dasar yang harus ada pada difi seorang hakim,8 yaitu:
a. Lelaki yang merdeka’

Anak kecil tidaksah untuk menjadi hakim, demikian.pula wanita,smenurut
pendapat’ Malik,, Syafii dan, Ahmad. Ulama/Hanafiyah /nembolehkan wanita
menjadi «hatdm< dalam“permasalahan sclaind pidana \dan~ qisas. Mereka
mengecualikan yang duaini (pidana‘dan kisas) adalah karena persaksian wanita
tidak dagat-dtterima dalam dud bidang ini.*”

b. Bergkal\(mempunyai kecerdasas)-

Syargt intwdisepakatimoleh selurun ulamamiHakim hartslah orang yang
cerdas, Dbijaksana, yang dengan ketajaman otaknya, dia, dapat memperoleh
penjelasan dan menanggapi sesuatu yang muskil.

c. Beragama lslam.

Menurut jumbhur ulama; keislaman itu adalah syarat“bolehnya untuk
menjadi saksi atas/seseorang muslim. Oleh karenanya, hiakim yang bukan muslim
tidak boleh memutuskan perkara orang-orang muslim. Dalam hal ini golongan
Hanafiyah membolenkan kita mengangkat orang yang bukan muslim untuk
memutuskan perkara orang yang bukan muslim, karena orang yang dipandang

cakap untuk menjadi saksi harus pula dipandang cakap untuk menjadi hakim,

BMuhammad Hashi Ash Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, h. 42,

PAbii al-Hasan ‘Ali ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi, al-Ahkdam
al-Sultaniyyah (Kairo: Dar al-Hadis, - al-Qahirah, 2010), h. 110.
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tetapi tak dapat orang zimi (warga negara yang non muslim) memutuskan perkara
orang muslim, seperti halnya juga orang zimi tidak bisa menjadi saksi bagi
seseorang muslim.?

d. Adil.

Hakim itu hendaklah orang yang terpelihara dari perbuatan- perbuatan
yang haram, orang yang dapat dipercayai kejujurannya, batk di waktu marah,
ataupunndi waktu tenang, dan orang Yyang benar pgrkataannya dagi dapat
dipercaya.
en. Mengetahui segala pokok-pokok hukum dan cabang-Cabangnya.

Hakim ‘harts “mengetahui | pokok-pokok dan cahang‘cabang. hukum
agar dia+némperoleh jalan mengetahui hukum-hukum yangefarus diberikan
bagi perkara-perkara yang diajukan kepadanya dan dapat membedakan antara
yang hedar-dengan yang tidak:i |Namun pendapat yang dipandang\kuat oleh
golongan Hanafiyah, ialah boleh-mengangkat orang mugallidgustuk menjadi
hakim.?

f. Sempurna pendengaran, penglihatan dan tidak bisu.

Orang yanggbisu tidak dapat menyebut putusan yang dijatuhkannya
dan isyarat-isyaratnyapun tidak: dapat diketahui orang. Orang, tuli tidak dapat
mendengar keterangan-keterangan, yang. diberikan oleh para pihak, sedang
orang buta tidak dapat melihat.orang-orang yang berperkara. Dalam hal ini
sebagian pengikut Syafii membolehkan mengangkat orang huta untuk menjadi
hakim. Mengenai kesempurnaan indera yang lain tidaklah menjadi syarat

dalam hal ini, walaupun diakui orang yang tegap dan sehat serta tidak ada

2Abii al-Hasan ‘Alr ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi, al-Ahkam
al-Sultaniyyah, h. 111.

2LAbii al-Hasan ‘Alr ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi, al-Ahkam
al-Sultaniyyah, h. 112-14.
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cacat sama sekali, lebih diutamakan untuk diangkat menjadi hakim.?
2. Etika Menjadi Hakim

Tugas hakim adalah melaksanakan dan menegakkan kebenaran dan
keadilan, serta mencegah terjadinyamkezaliman di tengah-tengah masyarakat.
Imam al-Sarkhasi mengatakan dalam kitabnya bahwa menjalankan keadilan
adalah salah satu kewajiban yang paling penting setelah keimanan kepada Allah
Swt. ini, adalah salah satu ibadah’ yang paling mulia. Karena itw, Allah Swit.
menetapkanigelar kepemimpinan kepada (Adam/ as..dan meayebutnya sebagai
khalifah.?

Oleh sebap Tth etika seorang hakim (Adab al-Qadgi) adalah tingkah laku
yang baik*dansterpuji yangtetap harus dileksanakan di dalamyerinteraksi sesama
manusia ¢alam menjalankan tugasnya. Berdasarkan hal fersebot, maka ada
beberapa-hiatyang harus mereka hindari, antara lain:

a. Hakim harus menghindari| perbuatan-dan sikap/di dalam guang\sidang yang
menghilangkanswibawasruang sidang sepertimjuainbeli den“bércanda dalam
ruang sidang:

b. Hakim tidak boleh menerima hadiah dari salah satu pihak yang berperkara.

c. Hakim tidak boleh pergi ke jamdan-datisalah satu pihak'yang berperkara.

d. Hakim® harus menghindari< pefbuatan<'yang menyebabkan, tuduhan dan
kecurigaan seperti menerima salah satu.pihak masuk ke rumahnya, berduaan
dengan salah satu pihak di ruang sidang, memberi isyarat kepada salah satu
pihak dengan tangan atau mata atau kepala, berbicara dengan salah satu pihak
secara diam-diam, atau berbicara dengan salah satu pihak dengan bahasa yang

tidak dimengerti oleh pihak lain.

22Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, h. 43-47.

ZMuhammad ibn Ahmad ibn Abi Sahl Syams al-Aimmah al-Sarkhasi, al-Mabsiit, Juz 16
(Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1993), h. 59.
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e. Hakim diperintahkan untuk berlaku adil antara kedua pihak yang berperkara.
Oleh karena itu, ia wajib menjaga keadilan dan kesetaraan dalam perlakuan
yang berkaitan dengan peradilan seperti mendudukkan kedua pihak, menunda
sidang, dan mengarahkan pembigaiaan kepada mereka, walaupun salah satu

dari mereka adalah seorang bangsawan dan yang lainnya adalah rakyat biasa.?*

C. Kekuasaan Kehakiman

Dalam sejarah praktik Ketatanegaraan, Islam, ada tiga dadan kekuasaan
negara yang perlue.diketehdi, yaitu: kekuasaan eksekutif (al-Sulzah al-
Tanfiziyyah), kekuasaan legislatifi(al-Sulah al=Tasyritlyyal), dansyudikatif (al-
Sulzah al-@agdasiyyah).”

Dealam kamus tmu politik, yudikatif adalahrkekuasaamyang mempunyai
hubungain.dengan tugas-dan wenenang-peradilan. Sedangkan aatam konsep Figh
Siyasal), Kelwasaan yudikatif|ini biase disebut Sulrah Qada_ @yyak. Kekuasaan
kehakimand(Sulzah al-Qada iyyah)-adalah untuk menyelesaikan’ perkara-perkara
perbantahan dan«permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak dari
orang durjana dan imengembalikannya kepada yang.mempunyai, hak atasnya,
imengawasi haria wakaf dan “persoalan-=persoalan lain “yang diperkarakan di
pengadilang Sedangkan tujuan kekdasaan Kehakiman, adalah Uniuk menegakkan
kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan Negara
dan menstabilkan kedudukan fukum kepaia Negara. Penetapan syariat Islam
bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapannya (syariat Islam)

memerlukan lembaga untuk penegakannya. Karena tanpa lembaga al-Qada’

%Lajnah Mukarranah min ‘Iddah ‘Ulama’ wa Fuqaha’ fi al-Khilafah al-‘U$maniyyah,
Majallah al-Ahkam al-‘Adliyyah, h. 480-481.

BTaqiyuddin Abli al-‘Abbas Ahmad ibn ‘Abd al-Halim ibn ‘Abd al-Salam ibn
Taymiyyah, al-Siyasah al-Syar’iyyah: Ft Isiahi al-Ra’t wa al-Ra’iyyah (Beirut: Dar al-Ma’rifah:
1969), h. 127.
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tersebut, hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan. Dalam sistem pemerintah
Islam, kewenangan peradilan (al-Qada’) terbagi ke dalam tiga wilayah, yaitu
Wilayah Qada, Wilayah Mazalim dan Wilayah Hisbah. Sebagaiamana diketahui
bahwa dalam sejarah Ketatanegaraansslam, terdapat tiga badan kekuasaan, yaitu:
Sulrah al-Tasyri’iyyah (kekuasaan legislatif), Sulzah al-Tanfiziyyah (kekuasaan
eksekutif), Sulzah al-Qada 'iyyah (kekuasaan yudikatif).?®

Dari segi “kelembagaan, I prinsip kedaulatan rakyat dtu biasanya
diorganisastkan melalyi Sistem, pemisahan kekuagaan.(separation of power) atau
pembagian kekuasaan(stribution’ of power).._Sedangkan dalam Islam” yang
menjadilatar belakang terciptanya struktur dan mekanismeKelembagaan negara
dan pemefintahan adalah Berdasarkan prinsip-prinsip tertentuyvang ditetapkan Ad-
Qur’an dan_hadis Nabi Muhammad ‘saw. Prinsiptpertama adalaf bahwa seluruh
kekuasaall—0i alam semestd |ada pada |Allah Swt. karena- la_ yang telah
menciptakannya. Prinsip kedua adatah babkwa hukum Islam ditetagkan oleh Allah
Swt. dafam “ Al-Qur’anmdan “hadis; 'sedangkanmeksistensi® fadis merupakan
penjelasan tentang Al-Qur’an.?’

Adapun tugas al-Sulzah al-Qada ‘ivwah, adalahnmemperiahankan hukum
dan perundangsundangan yang.telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Dalam
sejarah Islam, kekuasaan lembagainibiasanya meliputi:

a. wilayah al-gada’| (lembaga’ peradilan.yang memutuskan perkara-perkara
sesama warganya, baik perdata maupun pidana),
b. wilayah al-hisbah (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara

pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), dan

%1a Samsu, “al-sultah al-tasyri’iyyah al-sultah al-Tanfiziyyah al-sultah al-gada’iyyah”,
jurnal Tahkim 13, no. 1(juni, 2017), h. 168.

2’Hakim Javid Igbal, Masalah-Masalah Teori Politik Islam (Cet; 3; Bandung: Mizan,
1996), h. 57.



30

c. wilayah al-mazalim (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara
penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti
pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentinagn atau

hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat.?®

D. Jinayah

1. Pengertian‘Jinayah
Jinayah secara bahasa ‘ermakna :JSJ\ yang berarti 4dosa. Dan pula
bermakna 2530 yangeeeratiskejahatan serta berasakdali Kata = yaitu menyakiti.?®
Sedangkansecara istilah jinayah didefisinikan aleh al<jurjaai'sebagai:

Jot A% g 7. . Gy o Aoer (e g1
SOLAJ}; j‘ s;"'""“ J&bﬂ&%ﬂ.’iﬂg}bﬁ-&j}{

Artinya:
Semua perbuatan yang terlarang dan terkait dengan «arar_{(sesuatu yang
membahayakan) baik kepada-diri-sendiri mauptn orang lgias

Jinayah disebut juga dengan Hukum pidana Islam (tipdak\pidana) yang
merupakan: pecbuatan yang dilarang oleh Syarak dan diancam@leh Allah Swit.
dengan hukumanshudud, gisas, diat, atau takzir. Seperti‘yang Oikemukakan oleh
Imam alsMawardi bahwa jarimah adalah suatu perbuatan yangydilarang oleh
Syarak yang diancam oleh Allah Swt dengan hukuman hadiatau takzir.**

2. Unsur-Unsur Jinayah (Hukuba Pidana Islam)

Ditinjau dagi unsur-unsur jarimah atau tindak pidana, objek utama kajian

fikih jinayah dapat dinedakan ménjadi tiga bagian, yaitu:

a. Al-Rukn al-syar‘iiatau unsur formil ialah unsur yang menyatakan bahwa

ZRidwan HR., Figh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan (Yogyakarta: Fakultas
Hukum UII Press, 2007), h. 273.

PWizarah al-Augaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah, Al-Mausii’ah al-Fighiyyah al-
Kuwaitiyyah, Juz 16 (Cet. II; Kuwait: Kementerian Wakaf Kuwait, 2006), h. 59

30¢Al1 ibn Muhammad al-Jurjani, Mu ’jam al-Ta rifat (Kairo: Dar al-Fadilah, 1993), h.71.

31Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah (Jakarta:
Kencana Premedia Group, 2016), 1-2.
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seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada undang-undang
yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak
pidana.

b. Al-Rukn al-Madr atau unsur materil ialah unsur yang menyatakan bahwa
seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia/benar-benar terbukti melakukan
sebuah jarimah, baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu)
maupun yang bersifat negatif (pasif dalam melakukan sesuatu).

c. Al-Ruknhal-Adabi, atay=sastr. moril "iglah unhsur_yang menyatakan bahwa
seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan Qrang/gitaganak di bawah umur,
atau Sedang‘befada di bawah ancaman.®

Itydah-gbjek utamakajian fikih jinayahyjika dikaitkagydengan unsur-unsdr
tindak pidana‘atau Arkan al-Jarimah: Sementara ifu, jika dikattkan tiengan materi
pembahasan;~di mana hal ini erat hubungannya dengan unsur maieril atau al-Rukn
al-Mady, maka objek utama kajian-fikia-jinayah meliputi tigasimasalah pokok
yaitu: Jarimah Qisas, Jarimah Hudud dan Jarimah Takzir >

3. Jenis-Jenis Jinayah (Hukum Pidana Islam)

Sedangkan jenis-jenis Hukum pidana dalam Islam yaitu hudud, gisah, dan
takzir sebagai bierikut:

a. Qisas

Qisas secara | terminologi yang ' dikemukakan . oleh al-Jurjani, vyaitu
mengenakan sebuah 'tindakan (sanksi hukum) kepada ‘pelaku persis seperti
tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap korban).®* Sementara itu

dalam al-Mu ‘jam al-Wasit, qisas diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum

2Muhammad Abi Zahrah, al-Jarimah wa al- ‘Ugibah fi Figh al-Islamz (Kairo: Dar al-
Fikr al-*Arabi, 1998), h. 393-395.

3Nurul Irfan dan Masyrafah, Fikih Jinayah (Jakarta: Amzah, 2013), h. 3.
34¢ A1 ibn Muhammad al-Jurjani, Mu ’jam al-Ta rifat, h. 176.
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kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan,
nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.®

Dalam fikih jinayah, sanksi gisas ada dua macam yaitu; gisas karena
melakukan jarimah pembunuhan dan qisas karena melakukan jarimah
penganiayaan.

1) Qisas karena melakukan jarimah pembunuhan.

Sanksi hukum qisas yang' diberlakukan terhadap pelakuspembunuhan

sengaja terdapat dalam firnran.Adlah 'Swt. O(S*al-Bagarah/2: 178.
B 3 el < b

Terjemahnya;

Wahal_arang-orang yang beriman! Diwajibkan ataskamu (melaksanakan)
gisas-heikenaan dengan orangyang dibunuh.*

Ulama fikih membedakan ‘jarimah pembunuhan menjadi tiga kategori,
yaitu sgbagat-berikut:
a) Pembunuhan sengaja.
b) Pentbunuhan semi=sengaja.
¢) Pembunuhan‘tersalah.®

Ayat di atas mewajibkan  hukuman gisas terhadap pelaku jarimah
pembunuhan secara sengaja. Adapun<dua’jenis pembunuhaniyang lainnya, sanksi
hukumnya‘berupa diat riangan yaitu200 ekor unta (diyat mukhaffafah). Demikian
juga pembunuhan/sengaja yang dimaafkan oleh pihek keluarga korban, sanksi
hukumnya berupa diat berat yaitu 100 ekor unta di antaranya 40 ekor yang

bunting (diyat mugallazah). Perbedaan mendasar antara diyat mukhaffafah dan

Blbrahim Anis, dkk., Al-Mu‘jam Al-Wasi¢ (Kairo: Majma’ al-Lugah al-‘Arabiyyah,
1972), , h. 740.

36Kementerian Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahan, h. 27

STAbl Ya’la, al-Aikam al-Sultaniyyah, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘IImiyyah, 1983), h. 272-
275.
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diyat mugallazah terletak pada jenis dan umur unta. Dari segi jumlah unta, antara
diyat ringan dan diyat berat sama-sama berjumlah 100 ekor. Akan tetapi, kalau
diyat ringan hanya terdiri dari 20 ekor unta umur 0-1 tahun, 20 ekor yang lain
umur 1-2 tahun, 20 ekor yang lain umur 2—3 tahun, 20 ekor yang lain umur 3-4
tahun, dan 20 ekor unta yang lain umur 4-5 tahun. Sedangkan diyat berat terdiri
dari tiga kategoriiterakhir di atas ditambah 40 ekor unta yang disebut dengan
khalifahy, vaitu unta yang sedang mehgandung atau bunting.®
2) Qisas karena melakitkan Jarimah” pendanigyaan,

Sementarg ,1itU¢as yang disyariatkan.Karcnae« melakukan garimah
penganiayaan, Secara eksplisit dijelaskan oleh Allah SwtZQ45 al-Ma’idah/5: 45.
ol & SENY O3 Wi N AL el S s el S

Sotas 232k

Terjemahaya:
Kail telan=menetapkan bagi mereka di dalamnyas(Tauxaly Bahwasnyawa
(dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan Mdung, telinga

depgan telinga, gigi dengan~gigi,dan luka=luka, (pun) ada gisas-nya
(balasan yang.sama).

Adapungenis-jenis jarimah penganiayaan, yaitu sebagai berikut:
(L)sMemotong anggota tubuh atau bagian yang semakna dengannya.
(2) Menghidangkan fungsi “anggeta {ubuh, walaupun “secara fisik anggota
tubuh tersebut masih utuki.
(3) Melukai didagian kepalakorban.
(4) Melukai/di bagian tubuh korban.
(5) Melukai bagian-bagian lain yang belum disebutkan di atas.*

b. Hudud

3Nurul Irfan dan Masyrafah, Fikih Jinayah, h. 6-7.
39Kementerian Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahan, h. 115.

40¢Abdul Qadir ‘Aadah, al-Tasyri” al-Jing 7 al-Islami Mugaranan bi al-Qaniin al-Wad'i,
Juz 2 (Cet. 11; Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1992), h. 205.
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Hudud adalah jarimah atau hukum pidana yang diancam dengan hukuman
had. Had adalah pemisah antara dua hal supaya tidak bercampur dengan yang
lainnya, atau batasan antara satu dengan yang lainnya, atau pemisah antara dua hal
yang sudah mempunyai batas.*!

Definisi hudud dikemukakan oleh Abt Ya’la yang mengutip pendapat al-

Mawardi. Al-Mawardi berkata:

Hudud ialah ancaman-ancaman yang ditetapkan Allah Swt. untuk
mencegah seseorang agar tidak melanggar apa yang dilarang dan tidak
meninggalkan apa yang diperintahkan kettka syahwat membuatnya terlena
dari an4(:2aman—ancaman siksa di akhigat tantaran-mendahulukan kenikmatan
sesaat.

Adapun, salafs satugayat JAl-Qur’an yang ménjelaskan tehtang hudud

terdapat pada Q.S. al-N1sa’/4.13.

Terjemahnya:
ftulah_batas-batas (hukum)=Allah:"Barangsiapa taat kepada Allah dan
Rasut=ya ~Dia akan “memasukkannya ke dalam surga-surga yang
mengalir dirbawahnya sungai- sungal mereka kekal ‘di” dalamaya. Dan
itwlah kemenangan yang agung.*

Jarimah hudud itu terdiri dari 7 macam yaitu; hudud atas,jarimah zina,
gazaf, meminum-minuman keras; “pemberontakan, murtad, pencuriany dan
perampokan.” Ketujuh macam <jarimah hudud tersebut akandiuraikan secara
berurufan dalam penjabaran berikut: 4

1) Jarimah /Zina.

‘Abdul Qadir *Audah berpendapat bahwa zina ialah hubungan badan yang

41 Islamul Hag, Fikih Jinayah, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020),
h. 55.

42 Abii Ya’la, al-Akkam al-Sultaniyyah, h. 260.
43Kementerian Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahan, h. 79.

“Muhammad Abii Zahrah, al-Jarimah wa al- ‘Ugibah fi Figh al-Islamz, h. 137.
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diharamkan dan disengaja oleh pelakunya.*®
Salah satu dalil yang mengharamkan Jarimah zina ini, yaitu dalam Q.S. al-

Isra’/17: 32.

x \\|\»

M’u b O \wj\
Terjemahnya:
Dan janganlah kamu mendekatl zma (zina) itu sungguh suatu perbuatan

keji, dan-suatu jalan yang buruk.4°

Ada dua jenis jarimahzina, yaitunzina muhsan dan gairu muhgan.
a) Zina muhsan ialah zina yamng pelakunya, berstatus suami,distri, duda, atau
janda. Artinya, pelaku adalah orang yang masi dalam status pernikahan atau
pernah menikahssecaragsah. Maka sanksinya dirgjam,ZAdapun hadis yang

menyebuikan tentang eksistensi sanksi rajam ini di antafanya’sebagai berikut:

mx&anwjﬁu&uwuﬁuuaﬂ.\gﬁ;;‘;dudmj}z;g&gm\,gag;

Jyl e q&cum\wjf\y&;bwjm w&p\mwxwu\r@,w
codny U c;iwj ale B L;:p bl Jy; A ARHF AT uu (o) FRPWPS
LAJ.,\ alay ) _syw 2l s J!\.@u L}Ju Ak JT u;wwp 90 &) L;Zx;Lé

.47J§@c&’w o c:};g-\ ity

Adtinya:
‘Abduliah bin “Abbas mertvayatkanbahwa ‘Umar tbn al-Khattab berada
di atas mimbar Rasululah saw< (dan berpidato), “Sesungguhnya Allah
Swt. mengutus Muhammads “saw. > dengan membawa  kebenaran dan
menurunkan’ Al-Qur’an: D1 antara’-ayat yang diturunkan<itu ada ayat
tentang rajam. Kami membacanya, <nempelajarinya, dan memahaminya,
lalu  beliau @ melaksamakan hukuman rajam, dan kami juga
melaksanakannya. Aku takut jika telah berlalu masa yang panjang, ada
orang yang berkata, Kami tidak menemukan rajam di dalam Kitabullah,
lalu mereka meninggalkan kewajiban  yang diturunkan Allah.
Sesungguhnya hukuman rajam itu benar di dalam Kitabullah dan

45¢Abdul Qadir ‘Aadah, al-Tasyrz” al-Jing 7 al-Islami Mugaranan bi al-Qaniin al-Wad ',
h. 349.

46 Kementerian Agama Republik Indonesia, Algquran dan Terjemahan, h. 285.

47Abi al-Hasan Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyair1 al-Naisabari, Sahih Muslim (Cet. II;
Beirut: Dar al-Muassasah al-Risalah Nasyirtin, 2016), h. 720-721.
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diberlakukan kepada pelaku yang telah beristri atau bersuami dari setiap
laki-laki dan perempuan; apabila telah ada bukti yang kuat, terjadi
kehamilan, atau pelaku mengaku”. (HR. Muslim)

b) Adapun zina gairu muhsan ialah zina yang pelakunya masih berstatus perjaka
atau gadis. Artinya, pelaku belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang
berada dalam ikatan pernikahan. Maka sanksinya didera (cambuk) 100 kali
dan diasingkan. Dalilnya secara eksplisit ditegaskan di dalam firman Allah
Swt. Q.S. al-Nur/ 24: 2. N

ML> ez A>3 Lf\jvu}L;L}Jin;gﬁf\

Terjemahnya:

Pezina peremguan dan pezina laki-laki~ geralah= masing-masing dari
keduanyasseratls kaki,*®

Adapuidhadis yang menjelaskan sanksi pengasingan sebagai pelengkap

dartsanksi cambuk adalah sebagai berikut:
ek degited o BV Lls JEFRN OSN3 BE e W u,@ 3JL>- RSN

S5 L Az

-

(L;' w
Artinya;
Dari» Zaid“bin“Khalid Al-Juhani, ia ‘meriwayatkan, "Aky mendengar

Rastullah saw. memerintahkan agar orang yang, berziaa gairu muhsan
dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tchui. (HR. Al-Bukhari)

2)" Jarimah Qazf (menuduh muslimah baik-baik berhuat zina).

Baik secara etimologis maupun terminologis, bahwa gazf ialah menuduh
seorang.muhsan (dewasa, berakalsehat;,-merdeka, beragama Islam, dan orang
baik-baik) melakdkan zina. Jika penuduh ternyata tidak dapat mendatangkan
empat orang saksi maka ia dicambuk sebanyak delapan puluh kali.*

Mengenai hal ini, Allah'Swt. berfirman; Q.S. al-Nar/24: 4-5.

T Ssies 2 gl g Sale G oAt agd aapl ol 4% st St a0

48Kementerian Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahan, h. 350.

“9Abi ‘Abdillah ibn Muhammad ibn Isma’1l ibn Ibrahim ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-
Bukhari, Sahih al-Bukhari (Riyadh: Dar al-Islam, 1999), h. 1249.

SONurul Irfan dan Masyrafah, Fikih Jinayah, h. 42.
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24 7

R A R TR AT R R PP R A ‘.°;i;Tﬁ/
_ ) D5as A OB 1850 Gl uag 2 180 2l Y el 18 Sl
Terjemahnya:

Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik
(berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka
deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian
mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik,
kecuali mereka yang bertobaisseielah itu dan memperbaiki (dirinya), maka
sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.>!

3) Jarimah Syarb al-khamr (meminum minuman keras)s
Al-Qurtub1 mengemukakan, 'kata khamr berasal‘ dari kata khamara atau
satara yang berarti menutup “Oleh-Karenasitu; ada istilah kerudung wanita. Setiap
benda yang menutup ‘sesuativiyang lain, Selald disebut khamr, seperti dalam
kalimat,_ “tutuplah  wadah-wadah kalian”. Jadi, klamrgdapat menutup akal,
menyumbak, gdn niemblngkusnya.®

Di'antara daltfpengharaman khamr terdapat pada Q.S.@l-Ma’idah/5: 90.

S0 sl Byl o b I L) Y I D
Z)a,« /°~‘f.
Terjemahnya:

\Wahat orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras,. berjudi,
(berkurbanwntuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anakpanah, adalah
perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Makayauhilah (perbuatan-
peibliatan) itu.agar kamu beruntung.>®

AES o O 8 o paear s ) 6w Wl o) Sl gt o
54 ..
eyl 95 B Z

Artinya:
Dari Anas/bin Malik, bahwasanya-Nabi saw. didatangi oleh seseorang

yang telah meminum khamr. Beliau lalu mencambuknya dengan dua
pelepah kurma sebanyak empat puluh kali. (HR. Muskim)

Dalam hadis di atas  disebutkan bahwa alat yang digunakan untuk

SlKementerian Agama Republik Indonesia, Alguran dan Terjemahan, h. 123.

2Aba ‘Abdullah Muhammad ibn Ahmad al-Ansart al-Qurtubt, al-Jami‘ If Ahkam Al-
Qur’an, jilid | (Beirut: Maktabah al-Asriyyah, 2005), h. 34.

S3Kementerian Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahan, h. 123.
4Abil al-Hasan Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisabiiri, Sakih Muslim, h, 727-728.
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mencambuk adalah dua pelepah kurma. Imam al-Nawawi mengemukakan bahwa
istilah dua pelepah kurma ini mengakibatkan pemahaman yang beragam.
Sebagian memahami bahwa dua pelepah kurma itu dianggap sebagai alat semata,
bukan jumlahnya. Dengan demikian,4uimlah cambukannya sebanyak empat puluh
kali. Sementara itu sebagian yang lain‘memahami sebagai jumlah, bukan sebatas
alat. Dengan demikian, jumlah cambukan yang sebanyak empat puluh kali itu
dikalikan dua pelepah, sehingga jumlahnya delapan puldh kali.>®
4) Jarimah al-Bagy( (pemberontakan)

Pemberoptakaniaiah keluar dari keduduken/terhadap penguasa yang
benar. Sementara, itth, pemberontak ialah orangdyang keltiaitari ketaatan terhadap
penguasa.yangisah denganijalan tidak benar.

DI, antara dalil ;sanksi jarimah ‘pemberotekan terdapatepada Q.S. al-
Hujurgi/49:-9.

Ls“ Wb RN B Wis |Gk QU by Ll sl cghdd e T g
b NaNEY. Sgdmisliip gt V50 ) oo bs o
Terjemahnya:

Dan.apabila ada dua golongan orang-orang mukminayberperang, maka

damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanyasserbuat zalim

terhadap (golongan) yang lain; maka perangilah(golongan) yang, berbuat
zalim ity, sehingga golongan ity kembali kepadayperintah Allahr Jika
golongan itu telah kembali<(Kepade perintah Allah);“maka damaikanlah

antara  keduapya dengan. adil;<tan; berlakulah adil. “Sungguh, Allah
mencintai orang-orang yatg perlaky adil 5

Dalam megnentukan sankst terhadap para pelaku pemberontak, ulama fikih
membagi jarimah pemberontak itu menjadi dua bentuk, yaitu sebagai berikut:®’

a) Para pemberontak yang tidak memiliki kekuatan senjata dan tidak menguasai

SMuhyiddin Abt Zakariya Yahya ibn Syaraf ibn Murri al-Nawawi, al-Minhgj fi Syars
Sahth Muslim ibn al-Hajjaj (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, t.th.), h. 1095.

6Kementerian Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahan, h. 516.

SNarul Irfan dan Masyrafah, Fikih Jinayah, h. 71-73.
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daerah tertentu sebagai basis mereka, pemerintah boleh memenjarakan mereka
sampai mereka bertaubat.

b) Para pemberontak yang menguasai suatu daerah dan memiliki kekuatan
senjata, pemerintah harus melakukan tindakan sesuai dengan Q.S. al-
Hujurat/49: 9. Pemerintah harus mengimbau mereka untuk mematuhi segala
peraturan yang berlaku. '/Apabila usaha ini/disambut dengan gerakan senjata,
pemerintah boleh. memerangi mereka: Di samping/ayat diatas, dangkah tegas
pemerintah ini juga didasaikan atas firman*Allah-Swi. Q.S. al-Bagarah/2: 194.

AUl i DR/ A6 oS a8

Terjemahnya;

Oleh=sghad-¥tu harangsiapa menyerang/'kamugpmakaseranglah dia setimpal
depgan-serangannya terhadapkamu.>®

Alas dasar ayat Ini, para pemberontak dijatuhi sanksisama*dengan sikap

mereka-datam melakukan jarimah .
5) Jarimah al-Riddah (murtae:

Af-Riddah-adalahworang yang keluarrdariragamarisiam; sekeélompok orang
dengan status_ukum keislaman yang pasti, baik merekaslahir dalam keadaan
fitrah (1sfam) mauptin mereka masuk Islam yang sebelumnya beragama lain.
Terhadap kedua jenis kelompoK Qrang<ini berlaku ketentuan hukum tentang
murtad dengan ketentuan hukuryang sama:®

Sanksi terhadap pelaku Jarimah al-riddah terdiri atas tiga kategori, yaitu:
sanksi asli, sanksi pengganti dan sanksi pelengkap.®

a) Sanksi Asli

8Kementerian Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahan, h. 30.

Abii al-Hasan ‘Ali ibn Muhammad ibn habib al-Mawardi, Kitab al-Ahkam al-
Sultaniyyah, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), h. 55.

89¢Abdul Qadir ‘Aadah, al-Tasyrz” al-Jing 7 al-Islami Mugaranan bi al-Qaniin al-Wad ',
h. 720.
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Sanksi asli terhadap pelaku jarimah al-riddah adalah dibunuh. Hal ini
sebagaimana ditegaskan oleh hadis berikut:

Olosllsl s U3 a1 oo g asle 1 o 1 Jgery JB J6 Lagus &) ooy iles ol o8

Artinya:
Dari lbnu Abbas ra. berkata,/Rasulullah saw. bersabda: Barangsiapa yang
mengganti agamanya, maka bunuhlah ia. (HR. Al-Bukhari)

b) Sanksi Pengganti.

Xaitu apabila pelaku bersedia taubat, ia terbebas dari hukuman mati.
Namun, bukan berarti ia” igrebas [dari hukunan gama_sekali. Sipelaku memang
terbebas hukuman had; tetapi ia mendapat hukumantakzir:

Hukuman, takzir menjadi wewenang penguasa setempat, Jents, kadar, dan
teknisnya‘bertigda antara satudaerah-dan daerabdain. Hukumeh-ini dapat berupa
cambukan, penahanan, ganti rugi, atau. kecaman.‘Apabila di_suatu*daerah kasus
murtad<SEring berulang, penguasa holeh| menerapkan hukugan, yang sangat
berat.®2
c) _Sanksi RBelengkap

‘Abdul @adir ‘Audah mengemukakan bahwa bagi pelaku jarimah murtad,
di samping terdapat’sanksi asli-dan pengoanti, masih terdapat sanksi _pelengkap
yaitu, pembekuan aset harta dan<pembatasan kewenangan dalam membelanjakan
harta kekayaan.%

6) Jarimah Sarigah (pencufian).
Sarigah4 ialah  mengambil harta = milik orang: lain dari tempat

penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam-diam dan

1Abi ‘Abdillah ibn Muhammad ibn Isma’1l ibn Ibrahim ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-
Bukhari, Sahih al-Bukhari, h. 1412.

62¢ Abdul Qadir ‘Aadah, al-Tasyrz” al-Jing 7 al-Islami Mugaranan bi al-Qaniin al-Wad 'z,
h. 728.

83¢Abdul Qadir ‘Aadah, al-Tasyrz” al-Jing 7 al-Islami Mugaranan bi al-Qaniin al-Wad ',
h. 728.
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sembunyi-sembunyi.®
Ulama menyatakan bahwa pencurian termasuk salah satu dari tujuh jenis
jarimah hudud. Ini sejalan dengan firman Allah Swt. Q.S. al-Ma’idah/5: 38.

axng, aﬁo R ,w ‘}ﬁ_‘\»‘ &[&) \ S u r/ L;.g,j.)u‘ ‘j—\bﬁ L‘M-Sb djub

Terjemahnya:
Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah
tangan keduanya (sebagai) halasan atas perbuatan yang mereka Iakukan
dan sebagaisiksaan dari Allah. Dan Allah Mahapgrkasa, Mahabijaksana.®®

7) Jarimah al-Htrabah (pekampokan)

Hirabah ialah \indak“kekerasan yang”dilakukan oleh seseorang atau
sekelompok orang kepada pihak lain, baik dilakukan™di dalam rumahdmaupun di
luar rumak,—stuk menguasai, harta orang Jain atgau megbunuh korban untuk
menakutinakuti, Adapun “menakut-nakuti dalam.gbahasad Arab, @l=Syirbini
menyebutnya,'denganwz ‘ab danat-Ramli menyebuthya“dengan-irhab. Keduanya
berarti \menakut-nakuti; Dalam hal ini, pelaku menakut=naketikorban“dengan
gertakan, aficaman;kecaman, dan kekerasan.\Dengan demikian untuk konteks saat
int, merakitbom dan meledakkannya termasuk hirabah..%

Dalif"naqli tentang perampokan disebutkan secara tegas di dalam Al-

Qur’an Q.S. al-Ma’idah/5: 33-34.

27
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Terjemahnya:
Hukuman bagi orang-orang yang memerangi- Allah dan Rasul-Nya dan
membuat kerusakan di‘bumi hanyalah*dibunuh atau disalib, atau dipotong
tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat
kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di

8Wahbah al-Zuhaili, al-Fighu al-Isiami wa Adillatuhu, Juz 6 (Cet. IV; Damaskus: Dar al-
Fikr, 1997), h. 92.

85Kementerian Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahan, h. 114.

8Nurul Irfan dan Masyrafah, Figh Jinayah, h. 127.
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akhirat mereka mendapat azab yang besar. Kecuali orang-orang yang
bertobat sebelum kamu dapat menguasai mereka; maka ketahuilah, bahwa
Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.®’

Dianggap masuk ke dalam cakupan makna perampokan, yaitu: pertama,
menimbulkan rasa takut di jalanan tetapi tidak merampas harta dan tidak
membunuh; kedua, merampas harta; ketiga, membunuh; keempat, merampas harta
sekaligus membupuh. Menurut fukaha, masing-masing jarimah memiliki sanksi
hukum yang spesifik, sesuai dengan/perbuatannya.®®

Mengenai hal ini,al:Bahutl merujuk padé hadis dari IbnéAbbas ra., yang
menjelaskan hukumainya sebagai berikut:

(I)"Apabila, patasperampok itu membunuh dan dnerampas Harta, mereka
dihukum -mati dandisalib.

(2) Apahila*mereka'membunuh tetapi tidak merampas harta, mereka dihukum
matitanpa disalth.

(3) Apabita mereka merampas harta tetepi tidak membunuh Kerban, tangan
danaki mereka dipotong.Secara Bersilang.

(4) Apabila_mercka menakut-nakuti korban di jalanuietapi~tidak merampas
harta, mereka diasingkan dari tempat tinggalnya.®®

g Takzir

Takzir adalah’ hukuman-hukyman <y/ang secara syarak iidak ditegaskan
mengenai ukurannya. Syariat }slam menyerahkannya kepada penguasa negara
untuk menentukan sanksi terhadap pelaku-tindak pidana, yang sesuai dengan
kejahatannya. Selain itu untuk menumpas permusuhan, mewujudkan situasi aman

terkendali dan perbaikan, serta melindungi masyarakat kapan saja dan di mana

57Kementerian Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahan, h. 113.

88¢Abdul Qadir ‘Aadah, al-Tasyrz” al-Jing 7 al-Islami Mugaranan bi al-Qaniin al-Wad 'z,
h. 647.

®Manstr ibn Yasuf, al-Raud al-Murabbi’ Syarh Zad al-Mustaqri’ Mukhtasar al-Mugni’
fr Figh Imam al-Sunnah Aimad ibn Hanbal al-Syaibant, h. 352.
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saja. Sanksi-sanksi takzir ini sangat beragam sesuai dengan situasi dan kondisi
masyarakat, taraf pendidikan masyarakat, dan berbagai keadaan lain manusia
dalam berbagai masa dan tempat.®

Dalilnya terdapat dalam hadissyang menjelaskan tentang takzir sebagai

berikut:
s;.ﬁ:n.c@j.e.b-\.d.;‘ﬂgj V.qu& \yw\J"’

LAY

Artinya:
Dari “abu burdah/ al-Anshori bahwa=sia mendengar Rasulullah saw.
Bersabdaytidak-delen dicambuk lebih dari"sepulti-cambukan, kecuali jika
melanggar “suaty’ had (hukuman) Yang diieatukan Allah_Swt. (HR.
Nusliny
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Artinya:
Daki) Aisyahsragbahwa Nabi saw. bersabda, {‘Ringankaniakfukumansbagi
orang=orang yang tidaki| pernah_melakukan kejahatan, ates perbuatan
mereka, keeuali-dalam jarimah=jarimah Hudud(HR. Abt Dawad)

Maksud hadis pertama di atas adalah menjelaskan tentang-batas httkuman
takzir yangstidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan unttksumembedakannya
dengan Hudud. Dengan batas hukuman.ini,.dapat diketahui mana yang termasuk
jarimah hudad dan mana yang termastk jarimah takzir. Dengan batas hukuman
ini, dapat diketahui mana yang teeamasuk jarimah Hudud dan mana‘yang termasuk
jarimah takzir. Sedangkan hadis kedua mengatur tentang teknis pelaksanaan
hukuman takzir yang bisa jadi berbeda-beda penerapannya, tergantung status

pelaku dan hal lainnya. Dari uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa takzir

"Wahbah al-Zuhaili, al-Fighu al-Islami wa Adillatuhu, Juz 6, h. 197.
"LAbi al-Hasan Muslim ibn al-Hajjaj al-QusyairT al-Naisabiiri, Sakih Muslim, h. 729.

"2Abi Daud Sulaiman ibn al-Asy’a$ al-Azdi al-Sijistani, Sunan Abi Daud, Juz 6 (t.t. al-
Risalah al-‘Alamiyyah, 2009), h. 428.
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ialah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan
pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak
termasuk ke dalam kategori hukuman hudud atau kafarat. Karena takzir tidak
ditentukan secara langsung oleh Qur’an dan sunah, maka ini menjadi
kompetensi penguasa setempat. D memutuskan jenis dan ukuran sanksi

takzir, harus tetap.memperhatikan petunjuk nas secara tgliti karena menyangkut
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SNurul Irfan dan Masyrafah, Fikih Jinayah, h. 139-142.
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GAMBARAN UMUM TENTANG KHILAFAH USMANIYAH

A. Sejarah Singkat Turki ‘Usmani

1. Asal-usul Berdirinya Khilafah Usmaniyah

Khilafah Usmaniyah muncul pada tahun 669 H/1417 M. Akan tetapi,
kesultanan ini baru menganut sistem kekhalifahan pada tahun 923 H/1517 M.
Yakni saat transisi dari kerajaan Islam menjadi _kekhalifahan Islam. Sebelumnya
mereka berasal dari /wilayaheyang disebue=dengan,-Turkistan, terbentang dari
dataran tinggi, Mongoha dan Cina Utara di bagian Tmur, hiingga LauiKaspia di
sebelah Barat, dan-taridembah Siberia di sebélah Utara hingga anak benua India
dan, Persiae di’ sebelah Selatan, berdiamlah kabilah Ghazi A urkmaniyah=yang
sekarang. dikgnal dengan sebutan Turki ‘Usmani.t

Kaigna tekanan-tekanan bangsal| | Mongekmsimereka Mjrahmsuniulk
menyelamaikan dice™Di bawahkepemimpinan Ertugrul, bersamanya terdapat
sekitar 100g¢kepala keluarga yang dikawal lebih dari 400 penuaggang kudagyang
terus bergerak sampal mencapal Barat Laut Anatolia. Padaymasa-masa inilah
mereka bertemu «0dengan kaum muslimin “dari dinasti, Saljuk yang, sedang
berpereng dengan orang-orang: nasrant.<Dinasti Saljuk padajsaat itu berada di
bawah kekuasaan Sultan AlauddinKaikebad. Ertugrul yang merupakan pimpinan
dari kabilah Ghazi pada waktu itu berhasil membantu, Sultan Saljuk dalam
memenangkan peperangan menghadapi Byzantium. Atas jasa inilah ia mendapat
penghargaan berupa sebidang tanah di Asia Kecil yang berbatasan dengan

Byzantium. Sejak itu mereka terus membina wilayah barunya, selain itu Ertugrul

1Ahmad Ma’'mir al-‘Astri, Mijaz al-Tarikh al-Islami muniu ‘Ahd Adam ila al-‘Ahd al-
Hadir (tt. t.p. 1996), h. 313-320.

45
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juga diberikan wewenang untuk memperluas wilayahnya. ?

Setelah Ertugrul w. 687 H/1288 M, kedudukannya sebagai pimpinan dari
kabilah Ghazi digantikan oleh anaknya yaitu ‘Usman. Tatkala dinasti Saljuk
mendapat serangan bangsa Mongolg dinasti ini kemudian terpecah menjadi
dinasti-dinasti kecil. Pada saat itulah ‘Usman ibn Ertugrul mengklaim
kemerdekaan secara penuh atas ‘wilayah yang didudukinya, yang semula
merupakan pemberian Sultan Saljuk sendiri, sekaligus mempgroklamasikan
berdirinya “kesultanan Tuiki. Usmani” Iqilah asal._mula mengapa kemudian
diberikan nama /dinastt ¥smani. Bahwa putra- Ertugrtt-dnilah yang dianggap
sebagai pendiri’ kestiltanan “Usmani, yang kemudian fari/nenjadi kekhilafahan
Islam.?

2. Taokoh- tokoh Pemimpin Khilafah ‘Usmaniyah

Untute lebih jelasnya penulis akan menyebutkan priode-priode kesultanan
dan kekhtlafahan Turki Usmani—Balam' bukunya Ahmad ¢(Ma’'mtr al-*Asiri
membagixmenjadiS priodenyakni; priodeldisebutisebagar masa-kesultanan yang
kuat dimulai _pada tahun 1299-1512 M. Priode ke I, “disebut sebagai masa
kekhilafahan yang Kuat dimulai pada tahun 1512-1566, M. Priodenke 111, sebut
sebagai awal kemunduran masa kekhitafahan dimulal padaiiahun 1566-1757 M.
Priode kedV, disebut/sebagai masa kemiunduran kekhilafahan dimulai pada tahun
1757-1910 M. Prigde ke V, disebut sebagal.-masa-masa berakhirnya kekhilafahan
dimulai pada taiun 1910-1923 M.*

a. Priode pertama, masa kesultanan yang kuat:

2¢Ali Muhammad al-Sallabi, al-Daitlah al- ‘Usmaniyyah ‘Awamil al-Nuhid wa Asbab al-
Sugut (Cet. I; Beirut: Dar al-Maktabah Hasan al-‘Asriyyah, 2010), h. 49-50.

3Ahmad Ma’mir al-‘Asiri, Mijaz al-Tarikh al-Islami muniu ‘Ahd Adam ila al-‘Ahd al-
Hadir, h. 320.

“Ahmad Ma’mir al-‘Asiri, Mijaz al-Tarikh al-Islami muniu ‘Ahd Adam ila al-‘Ahd al-
Hadir, h. 321-326.



- ‘Usman | (1299-1326 M)
- Urkhan (1326-1359 M)

- Murad | (1359- 1389 M)

- Bayazid | (1389-1402 M)
- Muhammad 1 (1403-1421

- Murad 1.(1421-1451 M) /
%mma | fath (1451- 81 )
- Bayazid 11 (1481 el

|ode kedu @a ilafah Mﬂ kuat:
= al1 -1520M)
| al-Q
0
¢
C. Priod& ga, awal unduran m ekhlla
>

® 4

/

- Ahm 6
ustafa |
- Us (1
- Mustafa |y
- Murad 1V (1
- Ibrahim 1 (1 )
- Muhammad 1687 M)
- Sulaiman I11 (1687-1691 M)
- Ahmad Il (1691- 1695 M)
- Mustafa Il (1695-1703 M)
- Ahmad 111 (1703-1730 M)
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- Mahmud | (1730-1754 M)
- ‘Usman 11 (1754-1757 M)
d. Priode keempat, masa kemunduran kekhilafahan:
- Mustafa Il (1757-1774 M)
- *Abdul Hamid | (1774-1788 M)
- Salim [11,(1789-1807 M)
aMustafa IV (1807-1808 M)
- Mahmud 11 (1808,1839/M)
- *Abdul Majid1{(839-1861 M)
“¥Abdur ‘AzTs (18611876 M)
- MuradV (1876 M)
- “Abdul Hamid 11(1876- 1909 M)
e. Priadekelima, masa-masalberakhirnya Kekhilafahan:
« Mubammad V(1909 1948-Mi)
AWohammaoe Vin(1918- 1922 M)
- *AbdulsMajid Il (1922-1923 M)
3. Sistem Pemerintahan Khilafah ‘Usmaniyah
Sistem spemerintahan pada<masa’ dinasti Turki ‘Usizani menggunakan
sistem manarki.> Sama sepertipada’ masa~dinasti Umayyah yang pertama Kali
menggunakan sistem monarki yang sebelumnya menggunakan sistem syura® pada

masa Khulafaurasyidin. Dalam sistem pemerintahan Turki “Usmani, sultan adalah

SKerajaan (monarki) adalah suatu negara yang kepala negaranya adalah seorang Raja,
Sultan, atau Kaisar dan Ratu. Kepala negara diangkat (dinobatkan) secara turun temurun dengan
memilih putera/puteri tertua (sesuai dengan budaya setempat) dari istri yang sah (permaisuri).
Lihat Hasaruddin, Muawiyah Ibn Sofyan dari Syura ke Monarki (Makassar: Alauddin University
Press, 2014), h. 138.

8Syura merupakan proses pemaparan berbagai pendapat yang disertai argumentasi tentang
sesuatu yang dibahas, kemudian diuji oleh pakar yang kompeten, guna menemukan suatu solusi
yang mendekati kebenaran dan digunakan dasar untuk melakukan suatu keputusan. Lihat
Hasaruddin, Muawiyah Ibn Sofyan dari Syura ke Monarki, h. 150.
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penguasa tertinggi, sultan merupakan penguasa tertinggi selama pemerintahan
Turki ‘Usmani baik dalam bidang agama, politik, pemerintahan bahkan masalah-
masalah perekonomian. Orang kedua yang berkuasa adalah wazir besar, ia adalah
ketua badan penasehat kesultanan gfang membawahi semua wazir dan amir.
Sebagai simbol kekuasaannya, ia diangkat sebagai wakil sultan.” Hukum yang
digunakan dalam menjalankan roda pemerintahan ialah hukum yang berlandaskan
Al-Qurian dan Sunah. Mazhab fikih yang resmi dianut pemerintahannya ialah

mazhab Hanafi.

B. Pengaruly Khilafali/*Usmaniyah pada Dunia Islani

Khil@talr \Usmaniyah, yang berlangsdng dari tahdn(1299 hingga 1922 M,

memtliki\pengaruh yangsignifikan pada dunia Islams sebagai ferikut:
1. PRerlgasan Wilayah

Salah-*satu kontribusi | terbesar, Khilafah ‘Usmaniyah_dalah perluasan
wilayah, kekuasaan Islam. Mereka berhasil menaklukkan wilayah=wilayah penting
di Timur Tengahy termasuk wilayah-wilayah yang sebelumnya=dikuasai ofeh
Kekaisaran Byzantium dan Kekaisaran Persia. Penaklukan i membantu
imenyebarkan agama Islam ke*’herbagait daerah yang, sebelumnya sbelum
terpengaruhl” oleh Islam. Salak <atboKontcibusi terbesar Khilafah ‘Usmaniyah
dalam “perluasan wilayah adalafi penakiukan Konstantinopel (Istanbul saat ini)
pada tahun 1453. Penaklukan ini mengakhiri Kekaisaran Byzantium dan
membawa wilayah tersebut di bawah kekuasaan ‘Usmaniyah. Penaklukan
Konstantinopel menjadi momen penting dalam sejarah dan menandai akhir dari

Kekaisaran Romawi Timur.®

"Ajid Thohir, Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam Melacak akar-akar
sejarah sosial, politik, dan budaya umat Islam (t.d.), h. 185.

8<Ali Muhammad al-Sallabi, al-Daiilah al- ‘Usmaniyyah ‘Awamil al-Nuhid wa Asbab al-
Sugit, Juz 1, h. 127-167.



50

Selain itu, Khilafah ‘Usmaniyah juga menaklukkan wilayah-wilayah
seperti Mesir, Suriah, Hijaz, Irak, Yaman, Tunisia, dan bagian-bagian dari Balkan
seperti Albania, Bosnia dan Serbia. Penaklukan-penaklukan ini secara signifikan
memperluas wilayah kekuasaan Islams@an memperluas pengaruh Islam ke daerah-
daerah yang sebelumnya  belum terpengaruh. Perluasan wilayah Khilafah
‘Usmaniyah membawa agama Islam, budaya dan sistem/pemerintahan Islam ke
wilayah=wilayah yang baru ditaklukkan. Meskipun ada‘kontroversi.dan tantangan
yang terkait, dengan, pegesiniahan = ‘Usiianivah-—perluasand wilayah mereka
memiliki dampak, yang-signifikan ~dalam menyebarkaa agama Islam dan
membentuk durfia (sfam padasaat itu.®

2. Perlindisngan Terhadap Umat Islam

Khilgfah ‘Usmaniyah mengklaim sebagai pelindung umat4stam di seluruh
dunia. Mereka memberikan perlindungan|iterhadap umat Islam dari ancaman
eksternal seperti serangan Mongok-tvasi-Eropa, dan penjajahgnBarat. Pada saat
yang samay 4Vierekamjugammemelinaravinstitusi=institusi~ Isfam” seperti masjid,
madrasan, dandembaga keagamaan lainnya, serta memperkuat otoritas para ulama
dalampemerintahan. Selama  berabad-abad, Khilafah v Usmaniyahyimenghadapi
berbagai tantangan dari serangan fongalinvasi Eropa, dan penjajahan Barat.
Mereka melakukan upaya militer dan<diplomatik untuk melindungi wilayah-
wilayah Islam dari invasi dan ‘serangan asing. Selain itu, Khilafah ‘Usmaniyah
juga melindungi kepentingan umat Islam di berbagai negara dengan
mempertahankan kedaulatan mereka dan memberikan dukungan militer atau

politik kepada mereka yang memerlukan.©

oAl Muhammad al-Sallabi, al-Daiilah al- ‘Usmaniyyah ‘Awamil al-Nuhiid wa Asbab al-
Sugit, Juz 1, h. 281-376.

oCaroline Finkel, Osman's Dream: The History of the Ottoman Empire (t.d.), h. 334-
337.
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3. Pemeliharaan Haji

Khilafah ‘Usmaniyah memiliki peran penting dalam memelihara dan
mengelola wilayah Haramain (Mekah dan Madinah). Mereka membangun
infrastruktur dan menyediakan saiana untuk memudahkan umat Muslim
melakukan ibadah haji. Renjagaan| dan pemeliharaan tempat-tempat suci ini
memberikan kemudahan bagi jutaan umat Muslim dari seluruh dunia untuk
menjalankan kewajiban agama [mereka. Khilafah/ ‘Usmaniyakhy memahami
pentingnya wilayah Hafamain/sebagal tempat-tempat suci Hagi umat Islam.
Mereka melakukan pempangunan dan pemeliharaan/miasjtd, termasuk Masyid al-
Haram di Mekah{dan Masjid Nabawi di Madinah. “Mergka, memperluas dan
memperbaikr-iptrastruktur,disekitar- masjid-masjtd ini, texmeasuk pembanguran
jalan, pengelolaan sumber air, dan penyediaan akomodasi hag¥ para peziarah.
Selain 4 —Khilafah ‘Usmaniyah juga membangun karavangerah dan fasilitas
perjalanan” untuk memfasilitasi  perjalanan’ haji dari_berbagai?wilayah. Mereka
menyediakarl® Saranawtransportasi; akomodasi;sdanspenyediaaf “makanan untuk
memenuhi kebuttthan para peziarah yang datang dari berbagal penjuru dunia.
Pemeliharaan dan .pengelolaan- wilayah Haramain oleh Khila/ahn Usmaniyah
memberikan kemudahan bagi jutaan-umat-Muslim untuk menjalankan kewajiban
agama mefeka dalam/menjalankanibadab haji.tt

4. Penciptaan Model Pemerintahan fslam

Khilafa/ii: ‘Usmaniyah menciptakan sebuah model» pemerintahan Islam
yang berpengaruh. Mereka memadukan sistem politik, sosial, dan hukum Islam
dengan struktur pemerintahan yang efektif. Beberapa prinsip pemerintahannya,

seperti adanya Majelis Umum (Divan) dan Dewan Negara, menjadi teladan bagi

Eric Tagliacozzo dan Shawkat M., Toorawa, The Hajj: Pilgrimage in Islam (New York:
Cambridge University Press, 2016), h.100-104.
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negara-negara Muslim lainnya dalam mengorganisir pemerintahan. Majelis
Umum merupakan badan legislatif yang terdiri dari para pejabat tinggi dan wakil-
wakil pemerintah yang memberikan masukan dan mengambil keputusan terkait
kebijakan negara. Dewan Negara adalah badan eksekutif yang dipimpin oleh
seorang wazir atau perdana menteri yang bertanggung jawab atas pelaksanaan
keputusan-keputusan yang ‘diambilt oleh Majelis Umum. Selain itu, Khilafah
‘Usmaniyah juga memiliki struktur pemerintahan yang kompleks, termasuk
berbagai departemen daf JYemabaga adminigtratii jang_mengurus berbagai aspek
kehidupan negara, Mereka memiliki sistem peradilan—yang didasarkan pada
prinsip-prinsip "huktm Islam dan memiliki /gadi (haKim)” yang memutuskan
perkara-perkarasiukum berdasarkan hukum Islam. Model pemgrintahan Khilafah
‘Usmaniyah_smemiliki pengaruh yang' signifikan bagi negara®negara muslim
lainnya~—Beberapa negara |muslim,| terutama setelah rugiuhnya Khilafah
‘Usmanjyah, mengadopsi beberapa-aspek—dari model pemerintahan\‘Usmaniyah,
termasukestruktur-pemerintahan yang terorganisirppenggunaan majélis dan dewan
dalam pengambilan keputusan, serta pemeliharaan prinsip-prinsip fukum Islam

dalam.sistem peradiian.*?

2Faroghi Suraiya, The Ottoman Empire and the World Around It (London: I.B. Tauris &
Co Ltd6 Salem Road,2004), h. 8-110.



BAB IV
MEKANISME PUTUSAN HAKIM PADA KASUS JINAYAH DALAM

SISTEM PERADILAN DI MASA KHILAFAH ‘USMANIYAH DAN
PERBANDINGANNYA TERHADAP PERADILAN INDONESIA

A. Pandangan Peradilan 'di masa Khilafah ‘Usmaniyah dalam Mekanisme

Putusan Hakim pada Kasus Jinayah

1. Pengembangan Sistem Peradilan
Perkembangan ukum dslam pada masaskesulignan ‘Usmani, sejak Sultan
Usman | (1299 MY hingga wafatnya Salim | (1520 @y, helum terkodifikasi dan
tersistematika_deingan sempurna. Qleh sebab dtulahgpeniefintalian ‘Usmani, pada
masa_ Swltapy Sulaiman al-Qanani « (1520 M), berupayah-uniuk melakokan
terobosan“dalam bidang hukum, yaitu dengan mengodifikasinya.-«ndang-undang
ataus hUkupD yangedibuat ini berhedaldengan, hukumgyangs digiinakan padasimasa
sebelunt pemerintahan Sultan | Sulatman atQantnt Vang, menggunakan hukum
perlandaskan fikih (Al-Quran, hadis, ijmak, fatwa sahabat, kias.al-Istisan,, al-
‘Urf).! Undang-undang ini merupakan sebuah undang-undang tentang hidup
beraegara yang tercipta dari hasil modifikasi antara hukum-hukum sekbelumnya
dan perundang-undangan modern<yang sesuai dengan Syariat Islam.?
Metode vyang digunakean”dalam <upayah mengodifikasikan hukum
dilakukan secara pertahap, yaitu:
a. Menetapkan mazhab resmi bagi negara. Ini mulai dilakukan oleh Sultan Salim
I, yang mengundangkan mazhab Hanafi“sebagai mazhab resmi bagi negara

dan harus diikuti dalam memutuskan perkara dan berfatwa.

'Rosmita, dkk., "Konsep Penetapan Had dan Kafarat dengan Kias (Studi Komparasi
Pendapat Imam Syafi‘T dan Imam Aba Hanifah)", Jurnal Bidang Kajian Islam 9, no. 2 (2023): h.
231.

2Alaiddin Koto, A History of Islamic Societies, terj. Ghufron A. Mas'adi, Sejarah
Peradilan Islam (Cet. I1; Jakarta: PT Raja Grafindo Perasad, 2000), h. 145.
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b. Penyusunan satu pendapat mazhab. Setelah mempersatukan mazhab untuk
semua wilayah di ‘Usmani. Langkah berikutnya adalah penyusunan suatu
mazhab yang berlaku di Turki ‘Usmani. Upayah penyusunan undang-undang
perdata ‘Usmani yang lebih dikenal,dengan Majallah al-Akzkam al-'Adliyah.

c. Mengkombinasikan hukum Islam dari Mazhab yang berbeda. Selain berafiliasi
kepada mazhab Hanafi ‘dalam penyusunan undang-uhdang yang berlaku di
Turki ‘Usmani, juga mengadapsi mazhab lain yang lebih relevan dengan
kondisi'saat itu.

dw, Mengadopsi / pertndang-undangan - modern,__tahap —terakhir dari«tpayah
penyusunan’ wndang-undang di Turki ‘Usmani adalgh/mengddopsi undang-
undard madern yangasestiai dengan syariat® Islam, Sepefir hukum perdaia
(madani) perdagangan (tijari), dan pidana (jin'i).>

Undang-undang ini mengatur berbagail macam hal, sebagian_di antaranya
mengatyr “Sistem perpajakan tradisional-berbagai provinsi taklukken. Sebagian
lainnya ‘mengdtureperkara=perkarapidana dansberusahasmenjactkan hukum dan
adat istiadat daerah taklukkan selaras dengan undang-undang tunggal peradilan

Turki «Usmani. Sebagian lainnya berkaitan dengan, sistem promosi dalam

pemerintah, upacara istana dan urusan-trdsan keluarga penguasa. Gaji tentara dan

polisi, rakyat muslim/maupun nop<muskior, Jrusan kepolisian damhukum, hukum
tanah dan hukum perang. Para gacdi memutuskan perkara dengan undang-undang
tersebut terlebililagi jika berkaitan dengan perkara pidana.* Dalam hukum pidana
banyak sekali penjelasan tentang hukum fisik seperti pengebirian, penggantungan

bagi yang tidak melaksanakan kewajiban, penggantungan bagi pelaku pemakaran

3Alaiddin Koto, A History of Islamic Societies, terj. Ghufron A. Mas'adi, Sejarah
Peradilan Islam, h. 148.

“Albert Houerani, A History of The Arab People, terj: Irfan Abu Bakar, Sejarah Bangsa
Arab (Bandung: Mizan, 2004), h. 430.
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dengan disengaja, pencuri, potong tangan bagi pemalsuan dokumen dan mata
uang. Semua aturan-aturan perundang-undangan yang diterapkan tersebut tidak
terlepas dari bantuan dari para ulama-ulama dan mufti agung yang mendampingi
Sultan Sulaiman al-Qanani, sehinggaskeputusan yang dicapai pun tidak serta
merta dari keinginan Sultan sendiri melainkan dari hasil musyawarah. Namun
pada periode tanzumat,® seiring waktu semua hukum fisik (had) tersebut diganti
denganlenda atau penyiksaan (takzir) jike terdapat bukti-bukti yangskuat.®

Dalam menjalankajsistem peradilan “yang-termaktub @i dalam undang-
undang tersebut Sultandibantu oleh 'dua pegawal tggi Vaitu: Sadrazam«(Mentri
Tertingg¥) untuk yrtisan pemerintahan dan Syaikh al-1stam Qg7 al-Qudat) untuk
urusan peradian’ dan keagamaan. Keduanya idak punya<hek suara dalam
pemerintahan, mereka hanya menjalanken tugas atas periptahe Sultan. Ketika
Sultan derhatangan atau bepergian ia digantikan oleh Sadrazam_dalam roda
pemerirtahannya, sistem peradilan-ini digunakan sebelum masatanzimat. Syaikh
al-lslamvyapg " mengurusimbidang peradilan danswkeagamaan dbantu oleh gadr
‘askar al-Rumailiyang membawahi gadi-gadr wilayah ‘Usmaniyan bagian Eropa.
Qadhi@askar andulysmembawahi gadi-gads wilayah ‘Usmaniyah bagian Asia dan
Mesir. Syaikh<al-Islam adalak seQrang<pejabat tinggi negara. Selain sebagai
pengawasdatas pemberlakuan hukumidlstam,<1a juga mengawasi Kiperja para qadr
dalam menjalankafn tugasnya. Demikian juga jika ada ‘keputusan strategis yang

akan diambil oleh pihak penguasa ‘Usmani, Sultan akan berkonsultasi dengan

SMenurut bahasa tanzimat berasal dari kata nazama-yanzimu-tanziman yang bermakna
mengatur, menyusun, mensistematisasi, merencanakan dan memformulasikan. Tanzimat dalam
bahasa Turki dikenal dengan tanzimar al-khairiye, adalah gerakan pembaharuan di Turki (1839-
1924), yang diperkenalkan dalam sistem birokrasi dan pemerintahan yang melingkupi bidang
hukum, administrasi, pendidikan, keuangan, perdagangan, dan lain sebagainya. Pembaruan ini
dipolopori oleh Sultan Mahmad Il pada abad ke-19 M. Lihat Alaiddin Koto, A History of Islamic
Societies, terj. Ghufron A. Mas'adi, Sejarah Peradilan Islam, h. 149.

®Rif’at Husnul Ma’afi, “Penerapan dan pembaharuan Hukum Islam dalam tata Hukum
Mesir dan Turki”, Al-Qanzn, 13, no. 1 (Juni 2010): h. 223-224.
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Syaikh al-Islam dan meminta pertimbangan, apakah keputusannya bertentangan

dengan syariat Islam atau tidak.’

Kemudian pada masa Sultan Salim | dan Sulaiman al-Qantni juga
menciptakan unit-unit terkecil bagimadministrasi sipil yang sama intensifnya
dengan Qada distrik di mana Qadr herkuasa mengangkat kepala polisi lokal atas
perintah-perintan'@adri. Adapun bentuk bentuk-peradilannya antara lain:

a. Makkamah al-Juz'iyat (Mahkamah) biasa/rendah). Wewenaagnya adalah
menyelesaikan perkaraspeikara pidana darpertlata.

by, Makkamah al-Isti'maf<(Mahkamah banding).. Wewcnaagnya adalah.meniliti
dan mengkaji\perkara yang berlaku.

c. Makhkamatp™al-Tamyrz, atau al-Naqd wa <@l-1bram\(Mahkamah tinggi).
Wewenangnya adalahrmemecat para gadi yang terbukti melakukan kesalahan
dalaalmenetapkan hukum.

d. Makkamah al-Isti'naf al- ‘Ulya-{Mahkamah Agung). Mahkamah\ini langsung
di bawah engawasan:Suitan:®

Pengemibangan sistem peradilan di Turki ‘Usmdén: 1ebih jelas kelihatan bila
dikaitkan dengan masa sebelum tanzimat. Pada masa sebelum tanzmmaz, peradilan
Islam terkait erat dengan kedudukai-Seltan sebagal kepala‘Negara dan sekaligus
sebagai kepala urusap Agama. Lembaga<lembaga hukum yang didirikan berkaitan
dengan masalah sipil, politik, militer dan tata usaha negara.® Artinya kekuasaan
Khalifah itu tidek ada yang membatasinya. Kewenangan. peradilan yang ada

ketika itu dibagi kepada dua, yaitu kewenangan hukum/peradilan Syari‘ah yang

"Alaiddin Koto, A History of Islamic Societies, terj. Ghufron A. Mas'adi, Sejarah
Peradilan Islam, h. 150.

8Alaiddin Koto, A History of Islamic Societies, terj. Ghufron A. Mas'adi Sejarah
Peradilan Islam, h. 150-151.

®Fatiyah al-Nadwi dan Muhammad Nashr Malma, Tadawwur al-Fikr al-Siyasi fi al-Islam,
Juz Il (Kairo: Dar al-Ma’arif, 1984), h. 223.
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disebut Qadr dan kewenangan dalam hukum-hukum non-Syari‘ah yang disebut
Syurrah. Kekuasaan Qadr diatur secara hierarkis, mulai dari tingkat pusat sampai
daerah. Seluruh kekuasaan Qadr ini dikepalai oleh Qadr al-Qudat (Syaikh al-
Islam) yang identik dengan KetuasMahkamah Agung, dan berkedudukan di
ibukota kerajaan atau Istanbul. Dalam hal ini membawahi atau mengepalai:

1) Al-Qadr, yang berwenang menangani perkara-perkara sipil bukan perkara
militer.

2) Qadn,al-Jund | atau™Qadh 'al-“Asykariy yang..berwenang menyelesaikan
masalah di bidangmiliter.

3) Nezirjal*Meazalim, yakni pejabat kehakiman yaagibertigas menyelesaikan
perkara=perkara yang.erhubungan dengan penyelewengan yang dilakukan
olgh_pejabat pemerintahan (peradilan tata usaha negara), ¥ugas Nazir al-
Mazztim ini antara lain menyelesaikan perkara perlakuaa-perlakuan tidak
adil Yatau penganiayaan |terhadap—+akyat, seperti penetagan, pajak yang
terlalu tinggi dan sita harta yang tidak san.*®
Untuk_tingkat daerah, kekuasaan peradilan dibagi kepada tiga komposisi,

yaitu;
a) Inspektur (al-Mufattisy),
b) Hakim'(al-Qadi),
c) dan wakil Hakim (Nuwab al-Qadi).'*
Selanjutaya, Syurzah berwenang dalam pelaksanaan. hukum-hukum non-
Syariat. Contoh, dalam bidang keamanan dan Ketertiban, khususnya yang

menyangkut tugas-tugas kepolisian. Lembaga ini dikepalai oleh Sahib al-Syurzah

Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, jilid 1 (Jakarta: Universitas
Indonesia Press, 1984), h. 112.

UFatiyah al-Nadwi dan Muhammad Nashr Malma, Tadawwur al-Fikr al-Siyasi fi al-
Islam, h. 227.
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atau Sahib al-Ma 'unah atau Wali. Secara konkrit, tugasnya adalah mencegah dan
menangani kejahatan kriminal, memeriksa pelanggaran hukum dan menghukum
orang yang bersalah. Hukum materil yang dipakai adalah hukum adat setempat.*?
Ketika masa-masa tanzimar (£839-1924 M), Peradilan Islam mengalami
perubahan yang cukup berarti. Tanzimat ini sendiri tampaknya muncul sebagai
reaksi terhadap semakin buruknya'kondisi Turki ‘Usmani abad 19 M., masa
kehidupan sosial menjadi caos, Qdnun dan hukum tidak lagi berwibawa di mata
Sultan dan“para pembesay ditambah ‘dengan*semakin_rusaknya institusi militer
yang ada. Selanjytpyad; &ondisi ini diperparah pula olel’ Seraakin jauhnyatealisasi
keadilan‘dan semakin"minimnya perhatian ternadap kepentinean rakyat. Akhirnya,
pendukurg tafzmmar berhasilimenetapkan PiagamGulhane pasdtahun 1839 M.12
Setelah piagam ini ditetapkan, undangsundang dan, peraturan yang
didasarkan-pada piagam dimaksud serta lembaga pendukungnya-bexmunculan. Di
antararya, pada tahun 1840 M ditetapkan-tndang-undang Hukans,Pidana yang di
dalamnya termuateketentuansantivkorupsiyrtahuned84 70ivi- didirtkan mahkamah-
mahkamah barg*tntuk urusan pidana. Tahun 1850 M ditetapkan pula undang-
undang®Hukum Dagang yang bersumber pada Hukum, Dagang Perancis. Pada
tahun 1856 M _ditmumkan pulapiagam<bard yang bernama Piagam Humayun. 14
Setelah lahirnya Piagam tHumayun Jahirlah undang-undang, Hukum Tanah
pada tahun 1858 W Pada tahur.yang sama,-muncul pula.undang-undang Hukum

Pidana, yang diambil dari Hukum Perancis dan Italia. Kemudian pada tahun 1861

2Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, h. 113.

13Piagam ini menetapkan tiga hal penting yaitu pemungutan pajak, kewajiban dan lama
dinas militer dan ketenteraman hidup, harta dan kehormatan warga negara.

14Piagam ini melengkapi Piagam Gulhane dengan menambah aturan tentang jaminan
kebebasan beragama dan beribadah bagi warga non-Muslim, aturan pemilihan pejabat
pemerintahan tidak didasarkan pada agama, bahasa dan ras. Lihat Niyazi Berkes, The Development
of Secularism in Turkey (Montreal: McGill University, 1964), h. 152.
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M muncul undang-undang Pokok Peradilan Dagang, sedangkan pada tahun 1863
M lahir undang-undang Hukum Laut. Proses modernisasi hukum Kesultanan
Turki ‘Usmani yang paling monumental adalah Majallah al-Ahkam al- ‘Adliyyah
(himpunan undang-undang Hukum Peidata) yang dikeluarkan antara tahun 1869
M dan 1876 M. Majallah ini merupakan suatu upaya untuk memberdayakan
prinsip-prinsip yang terdapat dalam karya-karya fukaha smazhab Hanafi sebagai
mazhabg, resmi  dit\wilayah kekuasaan Kesultanan Turki ‘Usmani untuk
menciptakan, suatu undand=uadang” modern “tentang._huqug (hak-hak), iltizam
(kemitmen material) “dan=beberapa 'prinsip acaia. ‘pepdatas. Kompilasi _Majallah
merupakan titik balik dalani'sejarah modern hukum Islam._dntuk pertama kalinya
prinsip-pinstprkontrak sesuairsyariat dirumuskan dan diundanGkan sebagaimana
model pefundang-undangan Eropa.t®

Sekattpun aturan-aturan hukum [syariat, dalam hal ini berdasarkan mazhab
Hanafi) dijadikan acuan namun—terdapat  beberapa modifikasi, di dalamnya.
Peraturamyang terdapatrdaiam Majallahrinirtidakrseialusmemudt*pendapat fukaha
Hanafi terkemuka, tetapi lebih merupakan himpunan pendapat para fukaha Hanafi
yang_paling sesuaiuntuk masa itu. Dengan kata lain,skalau pun“satu pendapat
tidak termasukddalam kelompok-<pendapai<yang terkuat di-antara pendapat yang
ada, tetapi‘kalau pendapat tersebut tebily tepat untuk masa itu, maka pendapat itu
akan diambil dan/dipakal sebsgai dasar.‘Dengan demikian, ukurannya adalah
ketepatan suatudpendapat dengan masa yang ada. Majallah‘ini terdiri dari 16 bab,
yakni tentang: 1) Jual beli (al-buyu’), 2) Sewa menyewa/perburuhan (al-ijarah),
3) Tanggungan (al-kafalah), 4) Pemindahan hutang piutang (alkziwalah), 5) Gadai
(al-rahn), 6) Titipan (al-amanah), 7) Hibah (al-hibah), 8) Rampasan dan

M. Kadduri dan H. Liebesny, Law in the Middle East: Development of Islamic Law
(Washington: The Middle East Institute, 1955), h. 296.
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pengrusakan (al-ghasb wa al-itlaf), 9) Pengampuan, paksaan dan hak beli dengan
paksa (al-hajr, al-ikrah dan al-syuf’ah), 10) Syarikat dagang (al-syarikah), 11)
Perwakilan (al-wakalah), 12) Perdamaian dan pembebasan hak (al-suz wa al-
ibra’), 13) Pengakuan (al-igrar), 14)=Gugatan (al-da 'wa), 15) Pembuktian dan
sumpah (al-bayyinah wa al-ta/lif), 16) Peradilan dan pemeriksaan di pengadilan
(al-gada’).*®

Manfaat terpenting kodifikasi Majallah tidak saja mempermudah rujukan
kepada syariat di saat mMemecikSa suaty kasus, teiapl kodifikast juga menjamin
adanya keseragapan datem memutuskan kasus, karena/fanya ada satu solust yang
tersedia bagi| setigp~Kasus. Berbeda dengan masa sebeltimnya di mana referensi
terhadap Syariat<sangat suliy"Karepa ketidak ierbatasan matefi*hukum. Putusan
terhadap .suatu masalah’ juga tidak .konsisten,© karena hanyaknya alternatif
penyelgsdian-masalah dalam hukum Islam. Tampaknya alasanqalasan inilah yang
menjady_landasan pikiran dari Majatlah-untuk dikodifikasi yang,melambangkan
usaha pertama oleh kekhilafahan untuk melembagakan syariat *’

Sejarah.membuktikan bahwa, Majallah memiliki konsekuensi yang sangat
jauh terhadap perkembangan hukum-Islam dalam kurum waktu yang,berikutnya.
Yang lebih penting adalah babhwa tajaltah mempunyai peranan yang sangat
penting dalam proses pembuataf¢ancangan undang-undang Civil Code negara-
negara Arab modefn, yang kadangkala bertpa prinsip-prinsip umum, dan bahkan
kadang-kadang £ peraturan-peraturannya diasimilasikan ke dalam peraturan-
peraturan code-code tersebut. Dengan mengundangkan Majallah sebagai hukum
positif yang berlaku dalam persoalan-persoalan umum sipil Kerajaan Turki

‘Usmani, secara tidak langsung menciptakan legal sistem yang mendua, karena

18A. Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h. 219.
17Schacht, An Introduction to Islamic Law (t.d), h. 92.
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hukum yang berlaku untuk perdagangan adalah undang-undang yang diadopsi
dari hukum Eropa, sedangkan hukum Islam berlaku untuk persoalan-persoalan
sipil secara umum saja pada saat masa tersebut. Sampai saat ini, pengaruh
Majallah di negara-negara Arab masih tetap signifikan sebagai rujukan dasar
apabila muncul persoalan-persoalan’ yang menuntut penyelesaian secara hukum
Islam. Di Mesir dan Yordania, Majallah masih/tetap berlaku walaupun di wilayah
asalnyagesudah era Turki ‘Usmaniftidak berlaku lagi.'®
2. Mekanisme Putdsgn-Hakim pada Kasus/Jinayah

Dalam hal inf;“pendlis memandang perlu_untuk mepjabarkan mekanisme
putusar “hakint peda kasus, jinayah menjadi dua Bagiah,guna memperoleh
pemahamariyang komprehensif. Penulis akanmengurutkanyenjabaran mulai daii
mekanisme/prosedur memutuskan 'perkara (Hukum Acara Islam) hingga sanksi
yang bgilakupada kasus jinayah, sebagai berikut:
a. Prosedug putusan hakim

Rara) fukahawtelanmmenerangkanbeberapawcarar-bagi ( pehgadilan yang
tercakup beberapa hukum. Antara lain:*°

Dalam sebuah kasus atau dakwaan/gugatan yang, diajukan, hiakim terlebih
dahulu memegiksa perkara dalam< sidang<terbuka. Hakimyboleh menyertakan
beberapa.@hli hukum untuk menyaksikan putusannye dan diperbolehkan juga
memutuskan perkara dengan searang diri‘\walau hanya ditemani oleh pegawai-
pegawainya. Dalil pokok dalam masalah dakwaan, firman Alla Swt. Q.S. al-

Niur/24: 48.

o &

Tod 0 580 Mot % co. o o . di T FEE (L.
Oy din 315 151 34 S5 Wit A ) 1385 1303

BMuhammad Faruq al-Nabhan, al-Madkhal li al-Tasyri’ al-Islami (Beirut: Dar al-Qalam,
1981), h. 354.

®Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam (Cet. II;
Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 58-60.
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Terjemahnya:
Dan apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya, agar (Rasul)
memutuskan perkara di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka
menolak (untuk datang).?

Pada hari yang sudah ditentukan hadirlah pihak-pihak yang berperkara
atau wakil-wakil mereka, karena hakimtidak boleh memutuskan perkara apabila
yang bersangkutan atau wakil-wakil mereka tidak hadir, terkecuali kalau yang
bersangkutan telah-memberikan ikrarnya (pengakuan) kepada hakim, maka hakim
boleh memutuskan perkaranya tanpa kehadiraanya (verstek).?!

Hakim,tidak holeh/memutuskan perkara,untuk orang yang dia tidak boleh
menjadi saksi bagi orang itu, seperti ayahnya ataucanaknya atau istdnya. Dan
tidak bolehwulamemutuskaniperkara terhadap orang yang/tenigan hakim sendiri
ada_sengketa) Danashukumiyang diberikan itudapatedibataiikan. Kemudian™di
antara tudas-hakim,yaiiu, berusaha terlebih dahulu mendamatkaa- antara kedua
belah pihaky yang. berperkara.| Jika titlak dapat didamaikan barukeh perkaragitu
diperiksa maqurut seimestinya.| Dan-dijantara tugas hakiim. juga yartu menyamakan
antara orang-otang yang berperkara tanpa melihat kepada kedudukan damgpangkat
mereka. Akan‘tetapi apabila salah seorang dari yang berperkara itu melampaui
batassbatas kesopanan bahkan melanggar wewenang, maka hakim boleh
menegurnya, pahkan holeh memenjarakan orang yang bersarngkutan.

Sepantasnya pagi hakim untuk memeriksakan perkara menurut urut-urutan
masuknya perkara. Dalam suatu keadaan hakim boleh mendahulukan perkara
orang-orang perantauan dan orang-orang yang mempunyai keuzuran. Mula-mula
hakim mengajukan pertanyaan kepada penggugat sesudah nyata bahwa gugatan

itu dapat diterima, kemudian gugatan Itu dihadapkan kepada tergugat, berdasarkan

2Kementerian Agama Republik Indonesia, Alguran dan Terjemahan (Bandung: PT.
Syamil Cipta Media, 2021), h. 356.

Abrahim ibn Muhammad ibn Ibrahim al-Halabi al-Hanafi, Multaga al-Abkur (Cet. I;
Bairtit: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998), h. 229-230.
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kepada permintaan penggungat untuk diberi jawaban. Dan hakim boleh memberi
tangguhan, apabila pihak tergugat menghendakinya, tentu dengan tidak
bermaksud untuk melambat-lambatkan penyelesaian perkara. Apabila pihak
tergugat mengikrarkan tuduhan, makashakim memutuskan perkara sesuai dengan
ikrar tersebut. Akan tetapl jika pihak tergugat mengingkarinya, maka hakim
meminta kepada penggugat. untuk’ membuktikan kebeparan gugatannya. Dan
hakim heleh memberi tangguhan apabila pihak penggugat menghendakinya.

Kemudian hakjm’harus.memberi-Kegempatan-kepada pinak tergugat untuk
menoajukan pendapat-pendapatnya terhadap bukti-bukii yaag diajukan olehpihak
penggugat. Apabila“pembuktian dirasa tidak cukup sedangkan penggugat tidak
mampu qemiiitktikan kebenparan gugatannyandan kemudian“Gia meminta_agar
pihak yang_tergugat disumpah, maka hendaklah thakim me[uluskan permintaan
tersebyt-dan-hakim memutuskan pérkara [herdasarkan sumpaf ataupun nukul
(menolak stimpah).??

Apabila prhakspenggugat tidak memintassupayapihak ‘tergugat disumpah,
maka hakim menganggap bahwa pihak penggugat tidak ‘mampu membuktikan
kebenaran gugatannya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh ibi ‘ Abbas ra.
Rasulullah savus bersabda:
el 2l bad 32 J6 L QO SRoW Jav) O Logie dif; ols ool o8
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Artinya:
Jikalau diberikan kepada manusia ‘menurut gugatan-gugatan mereka,
tentulah manusia-manusia mendakwakan darah-darah orang dan harta-
harta mereka, akan tetapi bayyinah (pembuktian) itu atas si penggugat dan
sumpah itu atas si tergugat. (HR. Baihaqi dan sebagiannya oleh Bukhari
dan Muslim)

22] ajnah Mukarranah min ‘Iddah ‘Ulama’ wa Fuqaha’ fi al-Khilafah al-‘U$maniyyah,
Majallah al-Ahkam al-‘Adliyyah (Berut: Dar Ibn Hazm, 1974), 517-520.

23¢ Abdurrahman Ahmad ibn Rajab al-Hanbali, Jami” al- ‘uliim wa al-Hukm, Juz 2 (Beirut:
al-Maktabah al-Islamiyyah, 2001), h. 226.
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Kemudian menurut asal hukum, apabila gugatan sudah masuk untuk

diberikan putusan maka wajiblah atas hakim untuk menjatuhkan putusanya

dengan segera. Dia berdosa apabila memperlambat putusan. Bahkan dia dapat

dipecat dikarenakan hal tersebut. Daiam beberapa keadaan dan pertimbangan,

para fukaha menetapkan kondisi yang hakim baleh melambatkan/menangguhkan

putusan, yaitu:

1)

2)

3)

4)

Pada saat hakim ingin memperhatikan/meninjau lebih gauh tentang
persaksian para SakSi-atau karena hakim/iagin mengadakan perdamaian
antara pihak-pihelke’ yang Dberperkara, tetapv.iidak. boleh ditangguhkan
melehiht duakali.

Hakimy'boleh melambatkan/menunday, putusan_ atase“permintaan pihak
tefgugat untuk mengemukakan pendapat-pendapatnya terhadap bukti-bukti
yang-dikemukakan olehpihak|penggugat atau untuk mepears, alasan-alasan
untuk menolak gugatan.

Demikian-gpuiasshakim boleh»»melambatkan/menunda |putusan atas
permintaan penggugat itu sendiri.

Hakim diperbolehkan melambatkan putusan laniaran merasayperlu untuk
mempertimbangkan  hukum<yang - akan diputuskan, yaitu “untuk
menmemeriksa Kketerangan-ketefangan yang \telah dikemukakan oleh
kedua belah pihak.

Kemudian dalam memutuskan perkara di dalam peradilan, hakim di wajib

berpedoman dengan nas-nas yang qat’i dalalah-nya dan gat¢’i subut-nya, baik Al-

Qur’an maupun Sunah dan hukum-hukum yang telah di ijmakkan, atau yang

mudah diketahui dari agama (fatwa sahabat, Kkias, al-istizsan, al-‘urf). Apabila

hakim memutuskan perkara berlawanan dengan ketetapan-ketetapan nas yang

sudah diterangkan, maka putusannya harus dibatalkan. Tetapi jika perkara yang
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dihadapi oleh hakim yang putusannya tidak terdapat di dalam Al-Qur'an, Sunah
dan Ijmak, yang gar'iyah bahkan tidak pula ditemukan dari nas yang zanny subut-
nya, atau yang zanny dalalah-nya (tak ada dari nas sama sekali), maka putusannya
sah dengan syarat perlu diperhatikan pribadi hakim yang memutuskan perkara itu.
Karena hukum yang diberikan itu mungkin berbeda-beda disebabkan hakim itu
adakalannya seorang mujtahid dan adakalanya juga seorang mukalid yang tidak
diharuskan mengikuti sesuatu mazhab terientu, atau undang-undangstertentu. atau
mukalid yamg diharuskag=magngikuti “sesuatu /mazhab atay’ undang-undang.
Kemudian semud perkargwang diputuskan oleh hakig/akan, dicatat dalamssebuah
dokumen resmi‘yaiig disebut sebagai catatan sijil.*
b. Kasusyinayan

Cakupan kasus Jinayah meliputi hudud, Qisas serta_takzir yang secara
terperipcitetah ditetapkan dalam Al-Quir’an maupun sunah, sebagaioerikut:

1) “Hudud

Db “ahtarawsanksiwhududyaitujarimahmzinassSalah( satu  dalil yang

mengharamkangarimah zina ini, yaitu dalam Q.S. al-Isra’/1%;,32.
(o ;L’Nj%.;}u S U 15575

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mengekatizida; (zina) itu sungguh suatu perbuatan
kejidan suatu jalan yangburok.*

Ada dua jenis jarimah zina, yaitu zina muhsan dan gairu muhsan.

a) Zina muhsan falah zina yang pelakunya berstatus suami, istri, duda, atau
janda. Maka sanksi atas pelakunya dirajam. Adapun hadis yang menyebutkan
tentang eksistensi sanksi rajam ini di antaranya sebagai berikut:

B o @ Jeeg e e ols ag ol gy 522 J6 06 Ok o 3 A 2
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2Ibrahim ibn Muhammad ibn Ibrahim al-Halabi al-Hanafi, Multaga al-Ab#ur, h. 229.

% Kementerian Agama Republik Indonesia, Algquran dan Terjemahan, h. 285.



66

1 G oy e B o do Qg psh iy iz WS (3 &

0z

Al a3 % Lol &0 QU @ 2390 A4 Lol Joks OF 05 00 b &) aas
3 A cal ) el Ju Ge RT3 G5 a Je 55 A Ol G a3 Ol Gl
2000 of ) O

Artinya:

‘Abdullah bin ‘Abbas meriwayatkan bahwa ‘Umar, ibn al-Khattab berada
di atas mimbar Rasulullah! saw. bersabda: Sesdngguhnya Allah Swit.
mengutus Muhammad saw. dengan membawa kebenaran dan menurunkan
Al-Qur’an. Di antara ayat gyang diturunkan ity ada ayat tgntang rajam.
Kami membacanya, gnempelajarinyay dan memahaminya, lalu beliau
melaksanakan hukuman rejam dan kami juga melaksanakannya. Aku takut
jika telah berldiy masagyang panjangs=ada orand yangdberkata, kami tidak
menemukan “¥ajara/“di” dalam Kitabullahtglalt—mereka meninggalkan
kewajihan yangditurunkan Allah. Sesungguhfva hukuman rajam ttu benar
dir dalam” Kii@abullahtdan diberlakukan kepada ‘pelakir yang telah beristri
atau~oersnami dari setiap laki-laki dan‘perempuaniidpabila telah ada bukti
yang-kuat, terjadi‘kehamilan, atau pelaku mengaku. (HR<Muslim)

b) Adapun_zina gairu muhsan ialahzina yang pelekunya masih<berstatus belum
perralizmenikah. Maka sanksinya didera) (cambuk) 100 kak dan diasingkan.
Dahlnya,secara eksplisit ditegaskan-gi-dalam firman Allah@ZSwit\Q.S. al-Nar/
24: 2

oJ..L;- Bl L RS ois G g 4l

Terjemahnya:
Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari
keduanya seratus kali.?"

Adapun hadis yang merjelaskar safksi pengasingan sebagai pelengkap

dari sanksi cambuk adalah sebagai berikut:

L}@;éjd‘)umﬁf\‘b‘///w \é&@\J}M)Q/}/&J\wD)J‘.}dJ‘J):’;@

Artinya:

BAbi al-Hasan Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyair1 al-Naisabari, Sahihz Muslim (Cet. II;
Beirut: Dar al-Muassasah al-Risalah Nasyirtin, 2016), h. 720-721.

2’Kementerian Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahan, h. 350.

BAbi ‘Abdillah ibn Muhammad ibn Isma’1l ibn Ibrahim ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-
Bukhari, Sahih al-Bukhari (Riyadh: Dar al-Islam, 1999), h. 1249.
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Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani, ia meriwayatkan, Aku mendengar
Rasulullah saw. memerintahkan agar orang yang berzina gairu muhsan
dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. (HR. Al-Bukhari)

Salah satu kasus jarimah zinah yang terjadi pada masa Khilafah
‘Usmaniyah yaitu terjadi di Damaskus pada Abad ke-17. Kasus perzinahan yang
melibatkan seorang wanitagbernama'Eatimah binti ‘Abdullah yang sudah menikah
dan seorang pria.bernama ¥asuf ibn Hasan. Setelah melalui proses pengadilan
dan bukti-bukti yang cukup, keduanya dijatuhi-hukuman rajam. Kasus ini menjadi
perhatian publik dan dicatat.dalam Kronik sejarai’pada masa itu.?

2) Qisas

Jarimah, pembunuhan dibagl menjadi tiga kategori; yakni:

a) Pembufithan Sengaja.
b) Pembuntinan semi-sengaja.
c¢) Pemibuntihan tersalah.>

Sapnkst hukum ‘gisas yang diberlakukan terhadap pelaku\pembunuhan

sengaja\(tereqeana) terdapat dalam firman Atlah Swt. Q.S. al-Bagarah/2: 178.
i g ol s e T e
Terjemahaya:

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan)
gisas berkenaan dengan orang yang dibunuh.®:

Ayat di atas’ mewajibkan_hukupian qisas terhadappelaku Jarimah
pembunuhan secard sengaja. Adapun dua jenis pembunuhan yang lainnya, sanksi
hukumnya berupa diat riangan yaitu 100 ekof unta (diyat mukhaffafah). Demikian
juga pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh pihek keluarga korban, sanksi

hukumnya berupa diat berat yaitu 100 ekor unta di antaranya 40 ekor yang

Madeline C. Zilfi, Women and Slavery in the Late Ottoman Empire (Cambridge:
Cambridge University Press, 2010), h. 216-236.

%Abi Ya’la, al-Akkam al-Sulganiyyah, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘llmiyyah, 1983), h. 272-
275.

31Kementerian Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahan, h. 27.
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bunting (diyat mugallazah).*?
3) Takzir
Dalam hal ini maka putusan hakim di masa Khilafah ‘Usmaniyah
mengikuti ganiin yang berlaku ataugdiserahkan kepada penguasa negara untuk
menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang sesuai dengan
kejahatannya.

Ralil tentang takzir ini terdapat dalam hadis sebagai berikut:

"
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Artinya:
Dart=abm ~burdah al=Anshori bahwa ia inendengar” Rasulullah saw.
bersabda: tidak boleh dicambuk-lebih‘darisepuluh tambukan, kecuali jika

melaaggar swatu had (hukuman) Yang ditentukan”ANah Swis™(HR.
Muslim)

Batithadis yang kedua:

5
@ b -
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Artinya:
Dari<Aisyah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: ringankanlah hukuman
bagl orang-orang yang tidak pernah melakukan, kejahatan‘aias perbuatan
mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah Hudud. (HR. Abh Dawid)

Sanksi takzir diterapkan<uaidk menegur, mentertibkanyatau memberikan
pelajaran. Oleh sebab itu, keringanan ‘dalam cambukan hanya terdapat pada
jumlahnya, bukan meniadakannya sama sekali. Penetapan sanksi takzir dilakukan
melalui pengakuan, hukti, serta pengetahuan hakim dan saksi. Kesaksian dari

kaum perempuan bersama kaum laki-laki diboiehkan, namun tidak diterima jika

32Narul Irfan dan Masyrafah, Fikih Jinayah (Jakarta: Amzah, 2013), h. 6-7.
33Abi al-Hasan Muslim ibn al-Hajjaj al-QusyairT al-Naisabiiri, Sakih Muslim, h. 729.

3 Abi Daud Sulaiman ibn al-Asy’a$ al-Azdi al-Sijistani, Sunan Abi Daud, Juz 6 (t.t. al-
Risalah al-‘Alamiyyah, 2009), h. 428.



69

saksi dari kaum perempuan saja.
4) Perbedaan jarimah hudud, gisas dan takzir

Dalam hal ini penulis menjabarkannya dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No Hudud Qisas Takzir

1.| Tidak ada Ada pemaafan dari Ada pemaafan, baik
pemaafan baik korban atau keluarga’ | perorapgan maupun ulil
perorangan korban (ahli waris). amriapabila hal itu lebih

maupun ulil amri.

maslahat.

2. Hukuman‘telah
ditentukan (fixed
punishmeht):

Huk®man telah
ditentukan (fixed
punishment).

Hakiny dapat memilih
Hlkdmaneyang lebih tepat
bagi geleka, sesuaiskondisi
pelaKulgituasi, dan tempat
kejahataf.

3.| Pembuktian harus
ada‘sakshatau
pegakuan.

Pembuktian:harus ada
saks| atau-pengaktan.

Pembuktiagnya’sangat luas
kemungkinannya:

4.| Tidak-dapat
dikenaken kepada
anak keeil, karena
syaratnyaqpelaku
harusaligh.

Tidak/dapat
dikenakan kepada
anak kecil, karena
syaratnya pelaku
harus baligh.

Dapatidikenakan kepada
anakekeeil, karena takzir
dilakukan untulK'mendidik.

5./ Ukuran kadar
hukuman telah
ditetapkan secard
pastt oleh syariat.

Ukurankaoar
hukunan telah
ditetapkan secara
pasti ofeh syariat.

Kadar ketentuannya
diserahkan kepada ijtihad
hakim dan beratsringannya
hukuman disesuatkan
menurut pelanggarannya.

B. Pandangan Peradilan di Indonesia dalam Mekanisme putusan Hakim pada

kasus Jinayah (Pidana)

1. Sistem Peradilan Indonesia

Indonesia menganut sistem trias politica yang dipopulerkan oleh
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Montesqiue,® berlandasan dari Undang-Undang Dasar yang gambarkan bahwa
Indonesia menganut sistem tersebut dalam hal pembagian kekuasaan. Kekuasaan
dibagi ke dalam tiga bagian yaitu, kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.
a. Kewenangan eksekutif berada pada pemerintah dengan Presiden sebagai
pemegang kekuasaan tertinggi.
b. kewenangan legislatif di'tangan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat).
c. kewenangan yudikatif berada pada Mahkamah Agung (peradilan)
Ketiga unsur di atas“karus saling mendukung.untuk mencegah terjadinya
penyalahgunaan kekuasaan' sehingga terbentuk sistenpémecintahan yang.aik.
Dalam meleksanakan peradilan demi tegaknya akadm,dan“keadilan yang
didasarkap pada<Pancasila,demi mewujudkanyladonesia sebagat negara hukui,
lembaga udikatif — harus memiliki.‘ kekuasaan yang merdeka. Kekuasaan
kehakiman=trdak boleh ada ¢ampur|tangan| siapapun. Tugasgstama kekuasaan
kehakiman Yantara lain menerima;—memeriksa, mengadili, dan,menyelesaikan
setigp perkerd. -Denganmigndang=UndangNemormi9»Tahun” 1964, Tentang
Ketentuan-Ketenttian 'Pokok Kekuasaan Kehakiman munecul lembaga peradilan
yang .melaksanakan® kekuasaan kehakiman. Undang-undang int“menyebutkan
peradilan Negeri, peradilan tingoi,Makkamah Agung. Padaxtahun 1970, muncul
undang-uadang baru yang juga mengatut teritang kekuasaan kehakiman. Undang-
undang ini menyeputkan peradifan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan
peradilan tata @saha negara merupakan ruang lingkup bagian dari kekuasaan
kehakiman. Secara organisasi dan administrasi serta keuangan, masih berada di

bawah departemen masing-masing. Pada saat inilah titik awal hadirnya sistem

BMontesquieu, seorang filsuf Prancis abad ke-18, mengemukakan konsep ini dalam
bukunya "The Spirit of the Laws" (1748), di mana ia berpendapat bahwa kekuasaan negara harus
dibagi agar tidak terpusat pada satu tangan saja, yang dapat menyebabkan tirani.

%Jaya, M., dkk., Politik dan Pemerintahan Desa (t.t. CV. Gree Publishing, 2016), h. 38.
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peradilan yang dikenal saat ini.*’

Undang-undang di atas seiring waktu mengalami perubahan yaitu pada
tahun 1999. Kelahiran undang-undang ini bertujuan untuk memisahkan fungsi-
fungsi eksekutif dan yudikatif, agar terwujudkan kemerdekaan kekuasaan
kehakiman. Sejak saat itu, organisasi, ‘@dministrasi, dan keuangan dialihkan dari
departemen masing-masing ke Mahkamah Agung. Berdasarkan amandemen
Undang=Undang Dasar 1945, lahirlah WUndang-Undang Nomor 44Tahun 2004
Tentang Kekuasaan Kehakiman., Selang 5¢ tahun’ kemudian, undang-undang ini
juga diganti dengan Undeng-undang yang baru, yaitu.Whdaag-Undang Nemor 48
Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-uadang‘inilahyang menjadi
dasar lempagasperadilan melaktkan kekuasaanikehakiman Samgat saat ini.

Mahkamah Agung adalah “puncak tertinggi lembaga “peradilan di
Indonesia.=Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar dag-Urdang-Undang
Kekuasaan |\ Kehakiman, dimana—Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh
Mahkamah YAJgungrdansiembaga peradilantyangradardizbavwahiya \yaitu_meliputi
peradilan umum; peradilan agama, peradilan militer, danyperadilan tata usaha
negarag’dan Mahkamah Konstitusi.-Untuk provinsi Aceh, sebagai daerah dengan
otonomi khusus; peradilan agama‘dikenaldéngan nama Mahkamah Syar’iyah.

2. Mekanisme Rutusan Hakioipada Kasus Jinayah (Pidana)

Dalam hal Ani, penulis remandang:perlu untuk ‘menjabarkan mekanisme
putusan hakimé pada kasus jinayah menjadi dua bagian guna memperoleh
pemahaman yang komprehensif. Penulis akan mengurutkan penjabaran mulai dari

mekanisme/prosedur memutuskan perkara (Hukum Acara Pidana) hingga sanksi

37Asasriwarni dan Nurhasanah, Peradilan di Indinesia, jilid 1 (Cet. II; Padang: Hayfa
Press, 2008) h. 47-48.

BAhmad Fasial, “Hubungan Islam dengan Sistem Peradilan di Indonesia”, Universitas
Dharmawangsa 17, no. 2 (April, 2023): h. 634-635.
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yang berlaku pada kasus jinayah (pidana), sebagai berikut:
a. Prosedur putusan Hakim

Sebagaimana yang termuat di dalam Undang-Undang Rl No. 8 Tahun
1981.%° Alur suatu proses perkara pidana, diawali dengan dugaan adanya tindak
pidana yang masuk dalam ‘proses di wilayah kepolisian yakni dengan melakukan
penyelidikan dan. penyidikan. Kemudian masuk dalam proses di wilayah
kejaksaan, untuk dipelajari apakah perkaranya sudah lengkap, sempurna dan
memenuhi syarat atauk titlg-uatuk dilanjutkan*proses.ke pengaditan negeri.

Apabila /rgemang sudah & 'memenuhi sy&at/Serapurna, maka™ akan
dilimpahkan kehadapan sidang pengadilan negeri, aparatkejaksaan membuat surat
dakwaan.dan-melimpahkan, ke pengadilan negeriyang disetiai-tengan permintaan
agar perkara/tersebut diperiksa oleh pengadilan “negeri. Berdasarkan limpahan
perkara=darr-aparat kejaksaan| inilah, |hakim| pengadilan negeg=akan memeriksa
perkara\tersebut dan menjatuhkan-putusan-' Apabila/putusan hakum herupa sanksi
pidana penjerd ataurkurungan; maka aparat"kejaksaansselaki( aparat eksekutor
akan melaksanakan putusan tersebut dengan cara menyerahkKan narapidana
tersebut’kepada aparat lembaga pemasyarakatan.*°

Dalam memutuskan/menjatubkan-sanksi bagi pelakukasus pidana tersebut
hakim dalam hal ini erpedoman-dengan<Kitab Undang-UndangyHukum Pidana
(KUHP). Dalam hal ini penuliS;akan mengambil dua kasus pidana dalam delik
materil yang tefmuat dalam KUHP yaitu delik beiasa dan delik aduan, sebagai
berikut:

1) Delik biasa

39Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang perubahan atas
Undang-Undang RI Nomor 1 Drt. Tahun 1951,” dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) 1981 (t.d.).

40Gatjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum: suatu tinjauan sosiologis (Bandung:
Sinar Baru), h. 72.
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Di antara kasus yang termasuk delik biasa yakni, kasus pidana
pembunuhan yang dilakukan dengan Sengaja. Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) mengatur mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan
dengan sengaja terdiri dari sebagai berikut:**

a) Pembunuhan dalam bentuk biasa

Pasal 338 KUHP;
Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena
pembunuhan, dengan pidanajpenjara paling lama'lima belas tahun.*?

Padaypembunyhan Mbiasacini, pelaksanaannya.haruslahidak lama ketika
munculnya kehendak (niat) dari pelaku' untuk menghilangkan nyawa kogpannya.
Pada pembunuhan biasa iniy Pasal 338 KUHP menyebuikan bahwa pemberian
sanksi ateti “htiktiman pidanasadalah penjara paling lama [tmaZbelas tahun (tidak
menutup kemuingkinan bisa dikurangi).

b) Peralunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain

Pasal 339 KUHP:

Pembunuhansyang diikutt;, disertai atau didahuluiycleh™sesuatu perbuatan
pidana™ yang..dilakukaissiengaimaksud. untuk wmempersiap atau
nremipésmudah pelaksanaannya, atau melepaskan disr~seiydirf“maupun
peserta_lainnya dari pidana dalam hal tertangkaptangai;=ataupun untuk
memastikan penguasaan barang yang diperolehnyaysecara melawan
hukum, diancam dengan pidana penjara seumur, hidup atausselama waktu
tertentu, paling lama dua puluh tahun.*

Adanya unsur diikuti, disectaiatau didahului oleh“tindak pidana lain
artigya tindak pidana lain iri-fiarus sudah terjadi, bukan lagi pereobaan, sebab

jika pembunubhannya sudah terjadi namtn tindak pidana lainnya belum terjadi

“1Besse Mugita Rijal Mentari, “Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana Dengan Hukum Islam”, al-Ishlah: Jurnal limiah Hukum 23, No. 1 (Mei 2020), h.
8-10.

42Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 0 Tahun 2021 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana,” dalam Duwi Handoko, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jilid 2
(Cet. I; Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2018), h, 76.

#3Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 0 Tahun 2021 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana,” dalam Duwi Handoko, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jilid 2, h.
17.
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maka delik tersebut tidak termasuk dalam Pasal 339 KUHP ini. Oleh karena
itu terdapat dua jenis tindak pidana, yaitu pembunuhan dan tindak pidana
selain pembunuhan, maka orang yang diminta pertanggung jawabannya adalah
orang yang melaksanakan pemhuiuhan tersebut, sedangkan bagi orang lain
yang tidak terlibat secara objektif, maka ia hanya bertanggungjawab atas
tindak pidana lain yang dilakukannya saja. Ancaman pidananya adalah pidana
penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun
(tidak “menutup , kerjtmgkinan “bisa( Bikurangi). SankS! pidana pada
pembunuhan/ini termasuk relatif ‘berat karena dalam Kasus pidana ini<erdapat
dua delik sekaligus.

c) PembynuhanBerencana.

Pasal 340 KUHP:
Barangsiapassengaja dan_dengan ‘rencana lebihgdahulu maerampas nyawa
orang-lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencang (moord), dengan
pidaha mati-ataw pidana penjare seumur hidup-atausselamasvakiusierientu;
paling’lama dua puluh tahun.*4

Rempunuhanmberencana wini™ meliputimtindakespernbtinthan hiasa dan
ditambah dengan adanya unsur perencanaan terlebih dahtlus, Sanksi pidana pada
pembunthan berencana ini lebih berat daripada pembunruhan yang terdapat pada
Pasal 338 dan.339 KUHP bahkan termasak pembunuhan dengan ancaman pidana
yang paling berat, yakni pidana{nati; ditnana sanksi pidana matiini tidak tertera
pada kejahatan terhadap nyawadainnya, yarng menjadi dasar beratnya hukuman ini
ialah terdapat adanya perencanaan terlebin dahulu. Selain dijatuhkan dengan
hukuman pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat
dipidana penjara seumur paling lama dua puluh tahun.

2) Delik aduan

#Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 0 Tahun 2021 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana,” dalam Duwi Handoko, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jilid 2, h.
17.
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Di antara delik aduan adalah kasus pidana perzinahan, baik yang belum
menikah maupun yang sudah menikah, dalam hal ini Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP) mengaturnya dalam pasal 284 KUHP sebagai berikut:

Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan:
(@) seorang pria yang telah (kawin yang melakukan gendak (overspel),
padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
(b) seorang wanita'yang telah <kawin yang melakukan gendak, padahal
diketahui"bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;

2. (a) seorang, pria yang turut Serta melakukan/perbuatan itu, padahal
diketahuinya bahwa yang turut begsalah telah kawin;

(h),seorang wanita yang telah kawin yang turut'serta melakokan perbuatan
itu, padahal diketahui olehnyabahwa yang turut bersalah telah kawin dan
pasal'27 BW beqlaku baginya.

3. Tidak dilakikar penuntutan: melainkan atas pengaduan suami/istis yang
tercemar, dan Bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam'tenggang
waktu figageutan difkuti dengan permintaan beteerai’atau pisah-meja dan
ranjargkarena alasan itu juga.

4. Terhadap/pengaduan inirtidak-berlaku‘pasal 72, 73, dan75.

5. Pengaduan ‘dapat ‘ditarik ' kembali selama pemeriksaan dalamgssidang
pengadilan belumydimulai.

6. dika“bagi fsuami-istri berlaku pasal 27 BVV.(Pada“Wakil yang sama,
seoraflg lelaki “hanyar7boleh terikat) perkawinan derifan satu orang
perempuan=saja; dan seorang perempuan hapyasdenganssatu” orangsieiaki
saja),“pengaduan tidak diindahkan selama perkawinangelum diputuskan
karena pereeraian atau |sebelim putusan yang menyatakan, pisah meja dan
teRaiNidubmenjaditeiaps

Menurut®R. Soesilo, gendak/overspel sebagai perbuatan” zina, adalah
persetubtthan yang<dilakukan laki-laki/perempuan yang telah kawin dengan
perempuan/lakiclaki yang bukan isti/Suarninya. Untuk dapat dikenakan™ pasal
tersebut, persetubuhan harus dilakukanatas dasar suka sama suka,tidak boleh ada
paksaan dari salah/satu pihak.*®

Selain itu, delik tersebut merupakan delik aduan absolut, sehingga tidak
dapat dituntut jika tidak ada pengaduan dari suami/istri yang dirugikan. R. Soesilo

juga menambahkan bahwa pengaduan ini tidak boleh dibelah. Misalnya, apabila

“Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 0 Tahun 2021 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana,” dalam Duwi Handoko, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jilid 2, h.
64-65.

%R Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya
Lengkap Pasal Demi Pasal (Bogor: Politeia, 1991), hal. 209.
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laki-laki (A) mengadukan bahwa istrinya (B) telah berzina dengan laki-laki lain
(C), maka (B) sebagai yang melakukan perzinaan dan (C) sebagai yang turut

melakukan perzinaan, kedua-duanya harus dituntut.*’

C. Perbandingan Mekanisme Putusan Hakim pada Kasus Jinayah dalam

Sistem Peradilan di masa Khilafah ‘Usmaniyah dan Pegadilan di Indonesia

Untuk memabami komparasi antara mekanisme putusan hakim pada kasus
jinayah di'masa Khilafah Usméaniyah terhadapmekanisme puigsan hakim pada
kasus jinayah (pigdana).di\lndonesia, maka perlu penulisfmeninjau beberapasaspek
kunci daii prosetivr/dan sanksi yang diberlakukan dalam kéeua sistem tersebut
sebagai befikul:

17 Prosedur Putusan Hakim dalam Kasus Jimayah/Pidena

a. Khilafah=*Usmaniyah

1) Sidang: hakim_ memeriksa perkara/gugatan yang diajuken/dilaporkan
dalamisidang terbuka atat tertutup.—Sidang terbuka adalelh umum untuk
disaksikanreleh masyarakat, sementara sidang tertutup=dapat dilakukan
dalam situasi_tertentu.

2) Kehadiran para pihak: pihak-pithak’ yang berperkara atau wakil=wakil
mereka harus' hadir. Hakim-<tidak<holeh memutuskanitanpa kehadiran
mereka kecuall telah ada-pengakuan (verstek).

3) Kedudukan dan netralites hakim: hakim tidak boleh, memutuskan perkara
untuk orang yang ia tidak dapat menjadi saksi, seperti keluarganya sendiri.
Hakim juga harus berusaha mendamaikan pihak-pihak sebelum memeriksa

perkara secara penuh.

4R Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya
Lengkap Pasal Demi Pasal, h. 209.
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Pembuktian dan sumpah: dakwaan harus dibuktikan oleh pendakwa. Jika
bukti tidak mencukupi, tergugat dapat diminta sumpah. Jika tergugat
menolak sumpah, hakim memutuskan berdasarkan keadaan yang ada.

Putusan segera: hakim harusmenjatuhkan putusan segera setelah perkara
disidangkan, kecuali dalam® kondisi/ tertentu yang membolehkan

penundaan:

Indonesia:

1)

2)

3)

4)

5)

Proses awal: , dligaan. dindak ‘pidara diawali di kepolisian dengan
penyelidikan “dan='penyidikan, " lalu dilanjuikan-«ke kejaksaans untuk
memariksakelengkapan berkas sebelum dilimpatikan ke pengadilan.
Sidangz™pengadilan. «#’setelah” berkaswdinyatakans detigkap, kejaksaan
melimpahkan Kkasus ke pengadilan negeri untuk_Ndiperiksa. Hakim
pengadilan negeri kemudian memerik3a perkara dan megjatubkan putusan.
Kehadiran para pihak:| preses sidang terbuka dan terdakwa\ harus hadir.
Jika)ierdakwartidakehadir tanpa-alasan yangrsahysidang dapat dilanjutkan
tanpa _kehadirannya dengan menggunakan mekanisme Verstek (tanpa
pengakuan).

Pembuktian: penggugat {datam kenteks pidana, jaksa),harus membukiikan
dakwaannya. /Pembuktian< harus -Herdasarkan, bukti-bukti, yang sah di
pengadilan

Putusani setelah proses sidang selesal, hakim akan menjatuhkan putusan

berdasarkan KUHP dan peraturan perundang-tundangan yang berlaku.

Sanksi yang berlaku pada kasus jinayah/pidana

1) Khilafah ‘Usmaniyah

Hudud: sanksi yang ditetapkan oleh syariat Islam, seperti rajam untuk zina

muhsan, dan dera 100 kali serta pengasingan untuk zina gairu muhsan.
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Qisas: hukuman balasan setimpal, misalnya hukuman mati untuk pembunuhan

sengaja. Sanksi berupa diat untuk pembunuhan semi sengaja dan tersalah serta

pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh ahli waris.

Takzir: sanksi yang tidak ditetapkan secara pasti dalam syariat dan diserahkan

kepada kebijakan hakim/penguasa berdasarkan kondisi dan konteks

pelanggaran.

2) dndonesia:

Delik biasa: pembunuhan.dengan Sengaja diatur_dalam Pasal 338 KUHP

dengan pidana,penjara‘paling lama 15 tahun. Pembunuhan berencana diatur

dalam Pagal’ 340"KUHP dengan pidana mati atau pidana/penjara seumur hidup

atau sglama'waktu tertentu, paling fama 20 tahun.

Delik aduen: kasus perzinaan, diatur cdalam Pasal 284 KUHR dengan pidana

penjara=paling lama 9 bulan. Kasus perzinaan ini merupakan_delik aduan

absglut 'dan tidak dapat ditunigi-tanpa-pengaduan dari pihaksyang dirugikan

(suami/istri/keiuarga):

2. Perbandingan dan Implikasi

Dasar hukum dan sumber pengambilan keputusan:

1) Khilafah Usmaniyah: Berdasatkan syariat Islam, yang mencakup Al-
Qur'an, sunahyijmak, fatwa sahabat, Kiyas, al-istiszsan, al-‘urf.

2) Indonesia: /bersifat plural berdasarkan hukum ‘positif UUD 1945 yang
termuat dalam delik formil dan delik materil (KUHAP dan KUHP).

Meskipun Indonesia mengakui Islam sebagai salah satu sumber hukum,

namun implementasi syariat Islam terbatas dalam kasus-kasus pidana karena

adanya hukum positif yang dominan. Kemudian kurangnya dalam konsistensi

interpretasi hukum dan penegakan hukum. Sedangkan sistem hukum Khilafah

‘Usmaniyah berdasarkan syariat Islam secara konsisten, mencakup prinsip-prinsip
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dari Al-Qur'an, sunah dan fikih sebagai yurisprudensi memberikan dasar yang
jelas untuk pengambilan putusan dan penegakkan hukum.
b. Prosedur sidang:

1) Khilafah ‘Usmaniyah: diawalisdengan dakwaan kemudian melibatkan gadr
sebagai hakim utama yang bertanggung jawab atas seluruh proses
peradilan‘dan segera menjatuhkan putusan.

2) dndonesia: hersifat prosedural “melibatkan hbeberapa lembaga seperti
kepolisian, kejakSaah-dan | pengadilarnegeri.yang kemudian menjatuhi
putusan.

Mekanismeyang bersifat formal dan prosedurall di-fadoriesia seringkali
memakarAWakiti‘lama dan, biaya yang. tidak sedikit yang.@apat memperlambat
proses pekadilan, sedangkan sistem ‘Khilifah ‘USmaniyah 1280IN Sederhana dan
efisien dalam-proses peradilan!

c. Jenis sanksi:

1) Khilafah “Usmaniyaii sanksirhudud; gisasyrtakziry yang “telah ditentukan
oleh hukom syarak.

2)dndonesia: sanksi pidana berdasarkan delik fermil dan“delik materil
(KUHAP dan KUHP) yang herdasarkan UUD 1945.

Perbandingan/ ini menunjukkar bakwa sementara sistem di Indonesia
mungkin memiliki‘kelemahan pada undang-undang yang berlaku yang sering kali
lebih menekankan pada hukuman penjara/kurungan dan denda sehingga kurang
menimbulkn efek jera maupun pencegahan terhadap pelaku. Dalam hal ini sistem
Khilafah ‘Usmaniyah memberikan efisiensi dalam penegakan hukum syariat yang
konsisten dan efektivitas dalam memberikan efek jera maupun pencegahan.

d. Pendekatan terhadap kasus perzinaan:

1) Khilafah ‘Usmaniyah: kasus perzinahan sanksinya berupa hukuman hudud
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seperti rajam atau dera 100 kali dan diasingkan berdasarkan status

perkawinan pelaku.

2) Indonesia: kasus perzinahan sanksi berupa delik materil dengan pidana
penjara 9 bulan berdasarkan delik aduan absolut.

Kasus perzinahan di Indonesia hanya dapat dituntut jika ada pengaduan
dari pasangan/keluarga yang dirugikan bahkan'penuntutan dapat dicabut sebelum
proses ¢ersidangan; \yang dapat membatasi penegakan hukum dan mencegah
keadilan sepenuhnya, ditefakkan.. Hukuman*pidana._penjaramtuk perzinahan
mungkin tidak mencerminkan keparahan kejahataf.menurut perspektifshukum
syariat Islam; sehifigga bisadianggap kurang efektif dalam/nemberikan efek jera
maupun gericeganan.

e. Eksekusidan implementasi putusan:
1) Klitatah ‘Usmaniyah:| eksekusi putusan dilakukan bgrdasarkan hukum
syariat dan dijalankan oleh-eteritas-agama atau negara y@ng.berwenang.
2) Iwdopesiaeksekusimputusan-dilakukan oiehrkejaksaan yang menyerahkan
terpidana’ke lembaga pemasyarakatan.

Dengan demikian penulis- menyimpulkan bahwa,perbedaaniya jauh lebih
signifikan dariqada persamaannya,Daik dari-segi dasar hukum, struktur peradilan,
proses peradilan dan/jenis huketnan yeng. diterapkan., Sistem peradilan di masa
Khilafah ‘Usmaniyah berdasarkan pada priasip-prinsip ‘syariat Islam, sedangkan
sistem peradilan di Indonesia bersifat plural yang prisip-prinsipnya berdasarkan
UUD 1945.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Putusan dalam

Peradilan di masa Khilafah ‘Usmaniyah dan Peradilan di Indonesia

Dalam hal ini penulis menjabarkannya dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No Khilafah ‘Usmaniyah Indonesia
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1 Sistem pemerintahan monarki, Sistem pemerintahan demokrasi,
Sultan sebagai pemegang presiden sebagai pemegang
kekuasaan tertinggi (absolut). kekuasaan tertinggi (bersifat tidak

mutlak).

2 Memiliki kerangka hukum Islam | Adanya undang-undang dan peraturan
yang jelas dan mendetail yang tertulis serta lembaga peradilan
berdasarkan syariat yang menjadi | yang terstruktur. Peradilan Agama
panduan dalam semua kasus Islam/hanya padaskasus perdata saja.
hukum termasuk jinayah.

3 Syeikh al-Islam\(Qadr al-Qudat), | Mahkamah Agung, mengepalai
mengepalai seluruh, sub- Selurulr sub-peradilan termasuk
peradilan. peraailan Agama Iskam. Kecuali

Mahkamaly Konstitusi yang setara
dengan MA:

4 Menaguiakan Al-Qur’an, hadis | 'Pancasila@an UJD 1945 sebagai
danytikihyyurisprudensi‘sebagai dasarshtkum yanguktat dan diakui
sumber ttama htkum yang oleh semua‘tapisan masyarakat.
kensisten dam.diakui oleh semua
pHhaks

Berdasarkan-stabel di|/-atas;

penulis dapatw.menytmpulkan bahawa

menerapkag sistem peradilan di masa Khilafah ‘Usmaniyah pada-sisStemiperadilan

di Indonesia’(khususnya dalam kasus jinayah), akan memghadapi berbagai

tantangan besar, karena perbedaan fektor-faktor konteksyang mendasai, tersebut.

Sistem peradilan yang berbasis syaridi istam sepenuhnya mungkin tidak selaras

bahkan <bertentangan dengan <pansip=prinsip peradilan di

Indonesia yang

berdasarkan UUD 1945 dan- umdang-undang lainnya, walaupun Pancasila

mengandung nilai-nilai Islam.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme putusan hakim pada kasus jinayah dalam sistem peradilan di masa
Khilafah ‘Usmaniyah t@tutama didasarkan pada hukum syariat Islam, dengan
Al-Qur’an, hadis, ijmak, fatwa-fatwa /Sahabat, a@l-istizsan dan al- ‘urf
(yurisprudensi) sebagai panduan utama.-=Dalam &truktur peradilan terdapat
hierarki yang tertdta sésuai dengan keteniwan pendadilangdi mulai dari Qadr
al-Oudar (Mahkamah Agung) diisi oleh Syeikh-al-Islam yang _mengepalai
seluruhssub=peradilan. Proses peradilan jinayahsmengakup® dakwaan/laporan,
persidangan danypenyelidikan: oleh “hakim; pembuktian(al-bayyinah)~dan
kesaksian \(syahadah) bagi penggugat, pengakuan«(igrar)_dan sumpah (al-
yamin), bagi sieisangka, yang sangat penting dalammproses~11i. Hukuiman
ditentukaw berdasarkan kateoori jinayah: hudud, @isas, dan‘takzir. Penerapan
hukumap yang dijatuhkan sesuail dengan hukum syariat Islam;-yang meneakup
hukumaasfisik seperti, cambuk, rajam, potong tengan serta hukuman mati
untuk pelanggaran tertentu dan non-fisik seperti diat, penjara dan pengasingan.

2. Mekanisme putusan hakim pada kasus: jinayah dalam “sistem peradilan di
Indonesia terutama mengadopsi “sistem  hukum yang hersifat plural
berdasarkan pada UUD 1945 dan undakrg-undang lainnya. Struktur peradilan
di Indonesia terdiri dari peradilan khusus, pengadilan negeri, pengadilan tinggi
hingga Mahkamah Agung dan Mahkamah Kontitusi yang sejajar dengan MA.
Proses peradilan jinayah di Indonesia melibatkan penyelidikan oleh
kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, dan persidangan di pengadilan, proses
ini diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Bukti yang dikumpulkan meliputi bukti fisik, saksi, dan bukti lain yang
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relevan. Penerapan hukuman dijatuhkan berdasarkan KUHP (Kitab Undang-
undang Hukum Pidana) yang bersifat tidak tetap meliputi penjara, denda, dan
hukuman mati dalam beberapa kasus. Hukuman dijatuhkan oleh hakim
berdasarkan bukti dan fakta yangterungkap di pengadilan.

. Mekanisme putusan hakim pada kasus jinayah dalam sistem peradilan di masa
Khilafah  ‘Usmaniyah | dan peradilan /di Indonesia perbandingannya
menunjukkan perbedaan yang [lebih signifikan dibandingkan persamaannya,
terutamay, pada dasaf jiskum (dan Sisier pgradilan. Khidafah ‘Usmaniyah
berdasarkan gyariatstam, sedangkan IndonesiaBerdasarkan UUD 1945 yang
bersifat plural TKemudian mekanisme putdsan hakim dah_jenis sanksi yang
diterapkana'®&hilafah “Usmdaniyah-melibatkandgadi sebagaihiakim utama yaag
bertaniggung jawab atas seluruh- proses peradilan dan menjatuhkan sanksi
beruga—hudud, qisas dan| takzir| Setlangkan Indonesiagsproses peradilan
mehbatkan beberapa lemhaga-seperii-—Kepolisian, kejaksagnedan pengadilan
negerd Yany kemudiansmenjatuhi-sanksivsesuindengan undang-undang yang
berlaku (KWHAP dan KUHP), yang efisiensinya kurang, karcha melibatkan
tahapan yang lebih lama serta kelemahan pada efeksjera mauptin,pencegahan
yang ditimbulkan dibandingkan dengaf sistem peradilan di masa Khilafah
‘Usmaniyah. Menerapkan sistetnperaditan Khilafah ‘Usmaniyah pada sistem
peradilan di Indonesia (khususnya dalaim kasus jinayah) tidak bisa dilakukan

terutama karena perbedaan faktor-faktor konteks yang mendasari hal tersebut.

. Implikasi Penelitian

1. Implikasi Teoretis
Pengayaan literatur hukum perbandingan: penelitian ini menambah wawasan
dalam studi perbandingan sistem hukum dengan menyediakan analisis

mendalam mengenai komparasi antara sistem hukum syariat Islam di masa
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Khilafah ‘Usmaniyah dan sistem hukum di Indonesia. Hal ini memperkaya
literatur tentang bagaimana sistem hukum yang berbeda dapat mempengaruhi
mekanisme peradilan dan penerapan hukum.

. Pengembangan teori hukum syagiat Islam dan hukum nasional: temuan
penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan teori-teori mengenai
penerapan hukum Islam dalam Konteks/ negara modern. Ini juga dapat
membantu dalam mengkaji adaptasi, hukum syariat Islam dalam kerangka
hukum nasional yang’pjtral.

Kontribusi pada _Stud hukum 'syariat Islan:®péfetitian ini memperikan
kontribusi peqting bagi ‘studi hukum ‘Islam dengaRZmenguraikan bagaimana
hukug¥ Syartat Islam diterapkan secara historis dan_bagaimana penerapaniya
dapat perubah atau disesuaikan dalam konteks modern. LAiywembantu dalam
memidhami dinamika penerapan ‘hukum| syariat Islam dig6erbagai konteks
histQris dan geografis.

2. Imphikasi Praktis

Penelitian_ini dinarapkan dapat digunakan oleh pembuatkebijakan di negara-
negara dengan populasi muslim yang signifikan uniuk merancang kebijakan
hukum yang mempertimbangkan <pencrapan hukum “syariat Islam “dalam
konteks  hukum /snasional yangiebih<luas. Ini\, dapat membantu dalam
merancang sistem peradilan‘yang lebih'inklusif dan adil.

. Penelitian inl diharapkan dapat memberi manfaat kepada kaum muslimin
secara umum dan harapan besar juga agar penclitian ini menjadi referensi
ilmiah bagi internal Sekolah Tinggi lImu Islam dan Bahasa Arab (STIBA)
Makassar, terkhusus bagi mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab
yang dapat memberikan informasi/wawasan yang lebih komprehensif tentang

perbandingan sistem hukum dalam penerapannya.
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c. Pembahasan dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas
persoalan tentang: “mekanisme putusan hakim pada kasus jinayah dalam
sistem peradilan di masa Khilafah ‘Usmaniyah dan perbandingannya terhadap

peradilan Indonesi”.
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